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1 PROLOG 

1.1 STRATEGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA 
Paradigma pembangunan desa bergeser pasca lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014. Dari yang sebelumnya 

menjadikan desa sebagai objek pembangunan, menjadikan desa dalam posisi strategis sebagai subjek 

utama penggerak pembangunan otonom yang berada dalam wilayah kabupaten. Desa didorong sebagai 

aktor utama pembangunannya sendiri, serta dituntut menjadi entitas yang mendekatkan peran negara 

dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Jadi, kedaulatan negara 

sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangga nama besar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Negara telah merekognisi kewenangan bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang berarti  

membuka kesempatan yang sama bagi semua desa mencapai kemandiriannya. Bak proposisi no mandate 

without funding, pemberian kewenangan tersebut juga dibarengi dengan alokasi anggaran sebagai 

stimulan pembangunan desa. 

Namun, berbagai laporan mengindikasikan bahwa 

segala kewenangan dan mandat anggaran yang 

diemban belum mampu dioptimalkan sebagai stimulan 

bagi desa untuk menopang ketahanan ekonomi, sosial 

dan lingkungannya. Hasil Pendataan Indeks Desa 

Membangun yang dikeluarkan Kemendes PDTT sesuai 

dengan SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Nomor. 398.4.1 Tahun 2021, menunjukkan bahwa 

jumlah Desa Mandiri sebanyak 3.268 desa dari total 

81.616 desa di seluruh Indonesia.  

Lalu pertanyaannya, dengan kesempatan sama, 

mengapa ada desa yang melesat maju, dan masih ada desa yang jalan ditempat? Simpulan empiris yang 

dipotret mengindikasikan kemampuan desa dalam mendayagunakan aset dan kewenangan menjadi kunci 

bagi desa untuk melesat. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melakukan pola replikasi 

atas pengalaman serta praktik baik desa-desa yang telah mampu membangun kemandirian melalui 

serangkaian inovasi, untuk kemudian disebar tularkan ke desa-desa lainnya. 

1.2 PROGRAM SIGAP SEJAHTERA 
Sejak tahun 2010, The Nature Conservancy (TNC), sekarang Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) 

mengembangkan model pendekatan sosial yang sederhana dan inovatif yang disebut SIGAP REDD+ atau 

Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan, yang disingkat dengan SIGAP dan dalam pendekatan tersebut, 

tahapan dan proses yang dikembangkan bertumpu pada aksi kolektif warga untuk menemukan kekuatan, 

impian serta solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan, menguatkan eksistensi diri mereka 

sebagai komunitas atau warga kampung dan pendekatan tersebut merupakan salah satu tools yang akan 

Gambar 1 Pilar Kemandirian Desa 
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diperkenalkan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat kampung, termasuk kepada para 

pemangku kepentingan dan pendamping yang bekerja bersama masyarakat di Kalimantan Timur lainnya. 

Dalam pendekatan SIGAP, proses pendokumentasi kegiatan dilakukan dengan baik dan metode 

pendekatan tersebut terdiri dari tujuh tahapan yang didalamnya juga termasuk Appreciative Inquiry, 

mulai dalam proses pelibatan masyarakat hingga pelaksanaan dan pemantauan program. Tujuh tahapan 

tersebut adalah: 

1 Disclosure Mendekatkan diri, hati dan pikiran bersama masyarakat Inspirasi 

2 Define Dialogkan tema perubahan/ membangun percakapan tematik 

3 Discover Dapatkan kekuatan untuk menemukenali dan memetakan kekuatan 
(potensi) dan aset yang dimiliki masyarakat 

4 Dream Deklarasikan impian bersama Impian 

5 Design Detailkan rencana perubahan 

6 Delivery Daya upayakan keberhasilan Inovasi 

7 Drive Dengungkan keberhasilan 

Berawal dari penerapan pada dua kampung model, pendekatan SIGAP terus diperluas dan sejak tahun 

2018, bersama para pihak, Yayasan Konservasi Alam Nusantara bekerjasama dengan Pemerintah 

Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Universitas Gadjah Mada, 

Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal menginisasi program Sigap Sejahtera, salah satunya adalah 

menyiapkan dan menyebarkan para pendamping di seluruh kampung di Kabupaten Berau, melalui 

program Pejuang Sigap Sejahtera (PSS).  

 

Gambar 2 Infografik Proses Perumusan SIGAP 

Keberpihakan pemerintah pada masyarakat perdesaan atau semangat membangun Indonesia dari 

pinggiran, ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan bukti atas 

respon positif tersebut adalah dikembangkannya Kampung SIGAP pada 100 kampung yang ada di 

Kabupaten Berau dimana para Pejuang SIGAP Sejahtera akan bertugas sebagai pendamping kampung.  
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Gambar 3 Pendekatan SIGAP 

Dalam perkembangannya, pada tahun 2021, Pejuang SIGAP Sejahtera (PSS) kemudian terintegrasi dalam 

Program SIGAP Sejahtera Kabupaten Berau dan menjadi program pertama dari 18 program unggulan 

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 

PSS diharapkan memiliki pengetahuan handal serta memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi untuk 

mendukung kemajuan kampung dimana mereka ditempatkan, dengan tiga bidang utama dalam 

penerapan SIGAP, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Kampung, Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang 

berkelanjutan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi melalui Badan Usaha milik Kampung 

(BUMKAM) dan pengembangan UMKM. Keberadaan para Pejuang SIGAP sejak 2019, 2020 dan 2021 telah 

menunjukan perkembangan yang postif di tingkat kampung, antara lain: 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 
Kampung 

• Bersinergi dengan pendamping Kemendes PDDT melakukan survey dan 
input data IDM pada seluruh kampung di Kabupaten Berau 

• Kenaikan IDM (11 kampung Mandiri, 38 kampung Maju, 50 kampung 
Berkembang dan 1 kampung Tertinggal; 

• Sebanyak 50 kampung telah memiliki peta 3 dimensi dan peta tataguna 
lahan/rencana tata ruang kampung; 

• 97 kampung telah memiliki domain desa.id untuk website kampung 
dengan dengan 27 kampung yang aktif dan pada tahun 2020 mengalami 
penurunan, tetapi salah satu kampung, yaitu Kampung Labanan Makmur 
berhasil menjadi Juara III dalam Lomba Digitalisasi Desa se-Kalimantan 
Timur; 

• Sebanyak 23 orang PSS telah menjadi aparatur pemerintah kampung (1 
orang kepala kampung, 3 orang Sekdes dan 19 orang sebagai Kaur/Kasie) 

2 Pemanfaatan 
Sumberdaya 
Alam melalui 

• Bersinergi dengan mitra pembangunan lainnya di Berau dalam upaya 
mendorong upaya pengelolaan SDA yang berkelanjutan 
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Program 
Perhutanan 
Sosial 

• Sebanyak 12 kampung telah mendapatkan hak pengelolaan hutan desa 
dari KemenLHK dengan total luasan mencapai 77.466 hektar; 

• Sebanyak 2 KTH mendapatkan ijin kemitraan kehutanan dan 4 KTH 
lainnya sedang menunggu persetujuan; 

• Sebanyak 1 koperasi mendapatkan ijin HTR; 

3 Kelembagaan 
Ekonomi 
melalui 
BUMKAM 

• Sebanyak 97 kampung telah membentuk BUMKAM dengan 69 BUMKAM 
aktif, 21 BUMKAM belum aktif dan 3 kampung belum membentuk 
BUMKAM; 

• Teridentifikasi sebanyak 70% BUMKAM mengalami kesulitan dalam 
pembuatan LPJ kepada Pemerintah Kampung; 

• Pada tahun 2021, identifikasi potensi produk lokal yang potensial terus 
dilakukan oleh para Pejuang SIGAP bekerjasama dengan berbagai 
stakeholders lainnya, mulai dari tingkat individu/kelompok maupun 
kampung atau skala antar kampung; 

 

Selain dukungan pada program PSS, Pemerintah Kabupaten Berau melalui DPMK Berau selaku instansi 

teknis telah mendorong berbagai kegiatan dukungan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Kampung, 

maupun upaya-upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat kampung melalui pengembangan Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMKam). Hal tersebut selaras dengan kebijakan di tingkat Kabupaten Berau 

melalui dukungan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2017.  

Sementara itu, pada tahun 2017 dan 2018, YKAN bekerjasama dengan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur 

mendorong pengembangan sebuah ekosistem untuk saling belajar antar desa kepada 150 Kampung di 

Kalimantan Timur yang meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara 

dan Kabupaten Paser dan diharapkan akan terus berlanjut dalam mendorong aksi bersama untuk saling 

belajar dan berbagi pengetahuan dalam mencapai kemandirian Kampung. 

Mempertimbangkan hal-hal di atas, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Program Karbon 

Hutan Berau (PKHB), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tetap berkomitmen dan konsisten 

melaksanakan kegiatan permberdayaan masyarakat dengan pendekatan SIGAP yang bertumpu pada 

kekuatan masyarakat atau Strength-Based Approach, sehingga pada tahun 2021/2022 telah direncanakan 

untuk melanjutkan program tersebut dengan jangkauan yang diperluas dari tingkat Kabupaten Berau 

menjadi tingkat Provinsi Kalimantan Timur. 

1.3 AKADEMI KAMPUNG SIGAP 
Seperangkat kewenangan telah dibuka melalui kran UU Desa di tahun 2014 silam, memberi desa 

kesempatan yang sama untuk maju. Namun kenyataannya sewindu implementasi UU Desa masih banyak 

desa yang belum mampu mengoptimalkan kewenangan dan mandat anggaran sebagai stimulan bagi desa 

untuk menopang ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungannya. Marjinalisasi desa di masa lalu 

menstrukturkan pelemahan desa secara sistemik, mencengkeramnya sebagai aparatus administrasi 

semata, dan masih tercakar kuat jejaknya hingga kini. 
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Tantangan memajukan desa bisa muncul dari kapasitas internal kampung dalam memahami ruang 

berdesa, mulai elaborasi konteks, menemukan pendekatan dan perspektif, mensistematisasikan metode 

kerja yang tangguh dalam merespon perubahan zaman, maupun memformulasikannya dalam berbagai 

kebijakan kampung. Namun, tak jarang tantangan juga bersifat eksternal, termasuk tekanan otoritas 

formal dari kebijakan pemerintah suprakampung maupun kekuatan ekonomi yang menghimpit desa 

untuk bisa membangun kemandirian atas dasar kebutuhan diri dan masyarakatnya. Dana Desa (DD) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) masih kerap dipahami, misalnya oleh pemerintah suprakampung (Kabupaten 

sampai Pusat/Nasional) bahkan Perguruan Tinggi, sebagai jalan untuk mengatur kampung, bukan 

memampukan kampung membangun kemandirian. Kampung masih diperlakukan sebagai obyek 

pembangunan. Belum lagi, berbagai kebijakan sektoral yang membonsai kampung dalam labelling 

sektoralisme pemerintah supradesa. 

Namun dengan berbagai macam tantangan tersebut, meskipun jumlahnya sedikit, terdapat desa-desa 

yang memiliki prestasi luar biasa. Prestasi tersebut bisa dalam berbagai macam bidang, dari bidang politik 

pemerintahan, sosial, ekonomi hingga lingkungan. Desa-desa yang berprestasi inilah yang kemudian coba 

direplikasi pengalaman serta praktik baik, untuk kemudian disebar tularkan ke desa-desa lainnya. 

Sebagai langkah percepatan kapasitas kampung dalam mengelola kewenangannya dalam skema besar 

Program SIGAP Sejahtera, dirumuskanlah program “Akademi Kampung SIGAP”. Program ini bukan hanya 

menggunakan pendekatan pendampingan melalui pelatihan atau asistensi, tetapi juga dilengkapi dengan 

pendekatan ekosistem, yang mengupayakan struktur peluang dan insentif bagi terbangunnya kolaborasi 

dan saling tukar pengalaman antarkampung. 

Ekosistem kolaborasi diharapkan mampu menyediakan pemampu bagi setiap kampung untuk melihat, 

menemukan, memformulasi berbagai peluang kerjasama taktis dan strategis untuk membangun 

kemandirian. Sektor kemandirian bisa menyasar area tata kelola pemerintahan maupun ekonomi 

kampung. Ekosistem kolaborasi digunakan sebagai upaya mendesak agar kampung tidak mengalienasi 

diri, namun menempatkan dirinya sebagai kekuatan kolektif -kolaboratif untuk mengakselerasi 

pembangunan kampung. Metode belajar antar desa (peer to peer) ini diharapkan mampu menjamin 

proses yang adaptif dan replikatif. 
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Gambar 4 Roadmap Program Akademi Kampung SIGAP 

Kami juga mengasumsikan bahwa pendektan holistik memiliki impact yang lebih besar: program 

terkoodinasi atas multi level, multi sektoral memberi dampak yang lebih besar. Prinsip holistik dan 

transdisipliner penting untuk membuka proses belajar atau proses kerja yang melibatkan berbagai disiplin 

ilmu didalam memformulasikan dan mewujudkan capaian-capian, produk dan tatanan yang mampu 

menjadi ruang belajar dan berujung pada transformasi pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan 

masyarakat desa. 

 

Penguatan ekosistem kemandirian desa mewujud pada setiap level, mulai dari pemerintah supra desa, 

kepala desa dan aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, hingga warga desa. Hal ini 

dipahami sebagai sebuah ekosistem model. Intervensi hanya pada satu level ekosistem model atau hanya 

menggunakan satu intervensi mungkin akan cukup berhasil, tetapi tidak cukup berdampak. Perencanaan 

yang partisipatif adalah contohnya. Kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 

pembangunan desa yang rendah atau bahkan tidak berkualitas maka tidak akan mampu mewujudkan tata 

pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. 
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Pendekatan satu sektor hanya akan berdampak kecil. Pendekatan yang terintegrasi pada multi sektoral 

menggunakan metode yang variatif untuk menciptakan perubahan yang lebih baik khususnya dalam 

penguatan kapasitas politik dan pemerintahan, kapasitas proses dan birokrasi, kapasitas sosial, dan 

kemampuan berjejaring dan mengadvokasi diri. Artinya, jika kapasitas politik dan pemerintahan kepala 

desa baik, jika tidak didukung oleh kapasitas proses dan birokrasi pada aparatur pemerintahan desa yang 

baik, tidak akan cukup menjadi pengungkit perubahan tata kelola pemerintahan desa. 

1.3.1 Akademi Kampung SIGAP – Angkatan 1 (Desember 2020 – Juni 2021) 

Akademi Kampung SIGAP angkatan pertama yang dimulai sejak bulan desember 2020 dan diakhiri pada 

bulan Juni 2021, telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan sejak Launching hingga konsultasi tatap 

muka ke 21 Kampung Peserta. Pada angkatan pertama ini terdapat 20 Kampung peserta kelas tata kelola 

Pemerintah Kampung dan 20 Kampung peserta kelas tata kelola BUMKam. 

Launching Akademi Kampung SIGAP dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube Yayasan Konservasi 

Alam Nusantara (Tautan : https://youtu.be/-rMyaxfJIP8) pada 18 Desember 2020. Kegiatan ini sekaligus 

sebagai penanda dukungan lintas pihak, baik di level nasional, daerah, hingga organisasi yang memiliki 

komitmen dalam upaya membangun kemandirian desa di Kalimantan Timur. Dalam kegiatan Launching 

ini terdapat 6 pembicara yang melakukan paparan, yaitu Abdul Halim Iskandar Menteri Desa PDTT, 

Suharso Monoarfa Menteri PPN/Kepala Bappenas, Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur, M. Syirajudin 

Kepala DPMD Kalimantan Timur, Herlina Hartanto Direktur Eksekutif YKAN, dan Ryan Sugiarto Ketua YSID. 

Tabel 1 Peserta Akademi Kampung SIGAP Angkatan 1 

No Kelas Tata Kelola Pemerintah Kampung No Kelas Tata Kelola BUMKam 

1 Kampung Sungai Payang  1 Kampung Tepian Buah 

2 Kampung Labanan Makarti 2 Kampung Harapan Jaya 

3 Kampung Labanan Makmur 3 Kampung Maluang 

4 Kampung Merabu  4 Kampung Melati Jaya 

5 kampung Harapan Jaya  5 Kampung Labanan Makmur 

6 Kampung Campursari  6 Kampung Labanan Makarti 

7 Kampung Pilanjau  7 Kampung Merabu 

8 Kampung Tanjung Batu  8 Kampung Tanjung Batu 

9 Kampung Tembudan  9 Kampung Teluk Semanting 

10 Kampung Talisayan  10 Kampung Teluk Sumbang 

11 Kampung Biduk-Biduk  11 Kampung Biduk-biduk 

12 Kampung Karang Ilir  12 Kampung Tembudan 

13 Kampung Teluk Semanting 13 Kampung Talisayan 

14 Kampung Maluang 14 Kampung Campursari 

15 Kampung Biatan Bapinang 15 Kampung Biatan Bapinang 

16 Kampung Muara Lesan 16 Kampung Biatan Lempake 

17 Kampung Biatan Lempake 17 Kampung Semurut 

18 Kampung Melati Jaya 18 Kampung Pilanjau 

19 Kampung Teluk harapan  19 Kampung Teluk Harapan 

20 Kampung Semurut  20 Kampung Sungai Payan 

https://youtu.be/-rMyaxfJIP8
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Setelah kegiatan Launching, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah Preliminary Assessment. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang segala aspek kelokalan kampung yang 

membawa keragaman inovasi dan tahapan dalam tata kelola pemerintahan maupun BUMK. Assessment 

dilaksanakan dengan metode FGD daring melalui zoom. Pelaksanaan assessment dilakukan selama 12 

hari, yang dimulai dalam rantang 15 – 24 Januari 2021, dilanjutkan pada 3 - 4 Februari 2021. 

Kegiatan selanjutnya sebagai langkah tindak lanjut atas hasil assessment, dilakukan pelatihan dan 

pendampingan secara daring. Pelatihan dan pendampingan ini memberi pembekalan terkait transformasi 

pembangunan kampung dari berbagai aspek, dengan sasarannya adalah tata kelola Pemerintahan 

Kampung (Pemkam) dan tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Secara umum model pelatihan 

online berjalan baik meski mendapatkan beberapa tantangan. Pada awal pelatihan dan pendampingan, 

banyak peserta yang terlibat. Namun seperti proses pelatihan pada umumnya, terdapat “seleksi alam” 

terkait atensi kelompok sasaran program. Ada yang terlibat secara kontinu, ada yang motivasinya 

menurun ditengah jalan, ataupun ada pemerintah kampung/pengurus BUMK yang tidak terlibat sama 

sekali. 

Membangun perubahan juga berarti membangun pemahaman yang sama tentang urgensi dilakukannya 

perubahan itu sendiri. Pendampingan daring yang seharusnya diletakkan untuk membangun kesadaran 

bagi peserta sebagai pondasi awal melakukan perbaikan, serta saluran penguatan kapasitas dasar menuju 

perubahan, ternyata terdapat tantangan selama proses berjalannya. Hal ini menjadikan proses evaluasi 

dan konsultasi tatap muka sebagai kegiatan selanjutnya menjadi hal yang penting. Proses ini dimaksudkan 

untuk membangun perspektif bersama antar stakeholder di tingkat desa maupun kabupaten tentang isu 

kunci perubahan, arah strategis bagaimana perubahan dapat dicapai, dan beberapa simulasi teknis untuk 

memulai sebagian kecil perubahan. Evaluasi dan konsultasi tatap muka terdiri dari konsultasi tatap muka 

di 21 kampung dan paparan akhir program. Benchmark yang dipakai dalam proses ini adalah upaya – 

upaya mendorong perubahan didasarkan pada 4 aspek perbaikan yaitu perbaikan infrastruktur ekonomi, 

perbaikan infrastruktur politik, perbaikan infrastruktur sosial, dan perbaikan infrastruktur teknologi. 

Dalam roadmap program Akademi Kampung SIGAP, angkatan pertama ini sampai pada tahap Desain Arah 

Perubahan. Isu strategis perubahan hingga penemuan kampung yang memiliki “bibit juara” telah 

dipetakan. Selama proses rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Akademi Kampung SIGAP angkatan 

1, terdapat temuan-temuan kunci terkait problem dasar yang banyak dialami kampung-kampung di 

Kabupaten Berau. Berikut ini merupakan rangkuman temuan kunci yang didapatkan selama proses 

Akademi Kampung SIGAP angkatan 1. 
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1.3.2 Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 (Februari – Juli 2022) 

Akademi Kampung SIGAP angkatan 1 telah melakukan serangkaian aktivitas guna memetakan isu strategis 

perubahan, transfer pengetahuan, pendampingan, perbaikan aspek-aspek teknis perubahan, hingga 

membangun inspirasi dan mimpi bersama. Selama proses tersebut telah dirumuskan berbagai temuan 

kunci, peluang, tantangan, hingga rekomendasi-rekomendasi.  

Rumusan-rumasan tersebut kemudian menjadi acuan untuk mendetailkan strategi dan capaian yang akan 

dicanangkan dalam Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Sebagai program lanjutan dari yang pertama, 

Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini mencoba menajamkan dan mendetailkan sasaran strategisnya, 

berikut ini merupakan poin-poin sasaran strategis dari Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 : 

1. Reformulasi Pelayanan Publik dan Perencanaan Pembangunan Kampung 

• Memperkuat kualitas partisipasi melalui penyediaan ruang partisipasi dan skenario ideal 

untuk menjamin kualitas partisipasi. 

• Penerapan sistem informasi kampung terpadu sebagai wujud kedaulatan data kampung. 

• Membangun kultur pemanfaatan data dan informasi sebagai basis perencanaan dan 

kebijakan pembangunan kampung. 

 

2. Preposisi BUMKam sebagai Penggerak Ekonomi Desa 
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• Reformulasi Perkam & AD-ART BUMKam sesuai PP.11/ 2021 dan Permendesa.3/ 2021. 

• Penguatan perencanaan usaha BUMKam. 

• Penguatan pengelolaan keuangan BUMKam. 

 

3. Ekosistem Kolaborasi Percepatan Kemandirian Kampung 

• Terbentuknya simpul konektivitas lintaspihak sebagai ekosistem saling belajar, perluasan 

kerjasama, serta memperkuat akses sumberdaya dan meningkatkan skala 

kebermanfaatan. 

1.3.2.1 Tujuan 

Merujuk pada sasaran strategis diatas, Program Akademi Kampung Sigap #2 bertujuan untuk : 

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kampung 

a. Penguatan kapasitas politik dan pemerintahan yang meliputi penguatan kapasitas politik 

dan kepemimpinan serta penguatan kapasitas proses dan birokrasi guna mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab;  

b. Pelembagaan pengelola informasi dan data kampung untuk menjamin keberlanjutan 

misi digitalisasi kampung;  

c. Penerapan Sistem Informasi Kampung Terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik sekaligus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung; 

d. Penguatan kapasitas analisis data dan informasi sebagai navigasi arah perencanaan 

pembangunan kampung.  

2. Penguatan Tata Kelola BUMKam 

a. Membangun mindset kewirausahaan sosial sebagai modal utama menjalankan 

BUMKam; 

b. Standarisasi kelembagaan BUMKam sesuai PP No.11/2021 dan Permendes PDDT 

No.3/2001; 

c. Penguatan kapasitas perencanaan usaha BUMKam; 

d. Penerapan sistem pengelolaan keuangan BUMKam.  

3. Penguatan Ekosistem Saling Belajar Antar-Kampung di Berau 

a. Adanya pembelajaran bersama melalui diskusi publik secara berkala tentang isu 

strategis-inovatif kedaulatan kampung; 

b. Penyusunan deck pembelajaran untuk inisiasi model sekolah kampung pada 3 wilayah, 

antara lain: 

o Wilayah Pesisir 

o Wilayah Tengah 

o Wilayah Hulu 

1.3.2.2 Sasaran Peserta 

Peserta pelatihan dan pendampingan akademi kampung SIGAP angkatan 2 awalnya adalah 25 Pemerintah 

Kampung dan 21 Pengurus BUMK. Namun dalam perjalanannya ada beberapa kampung yang menyatakan 

keinginannya untuk ikut serta dalam akademi kampung SIGAP angakatan 2. Maka berikut ini merupakan  

daftar penerima manfaat pelatihan dan pendampingan akademi kampung SIGAP angkatan 2: 
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Tabel 2 Peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 

No Kelas Tata Kelola Pemerintah Kampung No Kelas Tata Kelola BUMKam 

1 Pemerintah Kampung Merabu 1 Pengurus BUMK Merabu 

2 Pemerintah Kampung Merasa 2 Pengurus BUMK Merasa 

3 Pemerintah Kampung Long Duhung 3 Pengurus BUMK Long Duhung 

4 Pemerintah Kampung Sido Bangen 4 Pengurus BUMK Sido Bangen 

5 Pemerintah Kampung Labanan Makmur 5 Pengurus BUMK Labanan Makarti 

6 Pemerintah Kampung Labanan Jaya 6 Pengurus BUMK Labanan Jaya 

7 Pemerintah Kampung Labanan Makarti 7 Pengurus BUMK Labanan Makmur 

8 Pemerintah Kampung Pulau Besing 8 Pengurus BUMK Maluang 

9 Pemerintah Kampung Maluang 9 Pengurus BUMK Melati Jaya 

10 Pemerintah Kampung Pulau Derawan 10 Pengurus BUMK Tanjung Batu 

11 Pemerintah Kampung Kasai 11 Pengurus BUMK Pegat Batumbuk 

12 Pemerintah Kampung Pegat Batumbuk 12 Pengurus BUMK Gurimbang 

13 Pemerintah Kampung Sukan Tengah 13 Pengurus BUMK Pegat Bukur 

14 Pemerintah Kampung Bebanir Bangun 14 Pengurus BUMK Long Lanuk 

15 Pemerintah Kampung Gurimbang 15 Pengurus BUMK Suaran 

16 Pemerintah Kampung Pegat Bukur 16 Pengurus BUMK Payung-payung 

17 Pemerintah Kampung Suaran 17 Pengurus BUMK Biatan Ulu 

18 Pemerintah Kampung Payung-payung 18 Pengurus BUMK Talisayan 

19 Pemerintah Kampung Manunggal Jaya 19 Pengurus BUMK Campursari 

20 Pemerintah Kampung Biatan Ulu 20 Pengurus BUMK Tunggal Bumi 

21 Pemerintah Kampung Talisayan 21 Pengurus BUMK Sumber Agung 

22 Pemerintah Kampung Campursari 22 Pengurus BUMK Tembudan 

23 Pemerintah Kampung Sukamurya 23 Pengurus BUMK Batu Putih 

24 Pemerintah Kampung Tunggal Bumi 24 Pengurus BUMK Biduk-biduk 

25 Pemerintah Kampung Sumber Agung 25 Pengurus BUMK Teluk Sulaiman 

26 Pemerintah Kampung Tembudan   

27 Pemerintah Kampung Batu Putih   

28 Pemerintah Kampung Teluk Sulaiman   

29 Pemerintah Kampung Teluk Sumbang   

 

 

 

 

 

1.3.2.3 Kegiatan 

Pada Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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Pada ranah implementasi, program dirancang dengan tidak hanya mempertimbangkan keluaran saja 

(output based), melainkan juga mengutamakan proses (process based). Hal ini karena penguatan jaringan 

ke bawah (top down), atas (bottom up), dan tengah (middle out) menjadi bagian proses engagement dan 

transfer of knowledge. 

a. Top Down 

Kultur perencanaan pembangunan desa saat ini tidak dapat dilepaskan dari program pemerintah 

diatasnya. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya kapasitas advokasi pemerintah desa dalam 

mengelola aset dan kewenangannya.  

 

Pada tahap awal, model dukungan berupa mandatori program dari pemerintah supra desa akan 

sangat efektif mendorong arah pembangunan desa. Dengan demikian, kami akan melakukan 

engagement pemerintah kabupaten pada awal program. Pada tahap selanjutnya, model dukungan 

ekosistem sangat diperlukan. Seluruh stakeholder yang terlibat perlu satu suara guna mencapai 

tujuan akhir program. 

 

b. Bottom Up 

Untuk memastikan dukungan dan kepercayaan setiap pihak yang terlibat dalam mewujudkan 

perubahan yang diusulkan, penting untuk mengkomunikasikan cara solusi dibuat. Jika arah perubahan 

hanya didominasi oleh sebagian pihak, kemungkinan besar akan terjadi penolakan. Namun, jika 

dipahami bahwa semua peserta telah berkonsultasi, penerimaan tampaknya lebih menjanjikan. 

 

c. Middle Out 

Harus ada upaya untuk menemukan dan mengkomunikasikan manfaat khusus atas program yang 

dijalankan. Penerima manfaat program membutuhkan moderasi atas kepentingan pribadi dalam 

keberhasilan program. Metode ini sangat penting sebagai perspektif dalam proses transfer 

pengetahuan. 

Dalam setiap tahapan aktivitas program, melekat aktivitas – aktivitas didalamnya. Catatan proses setiap 

aktivitas program akan diulas pada bagian - bagian selanjutnya.  
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2 LAUNCHING AKADEMI KAMPUNG SIGAP ANGKATAN 2 

Kegiatan Launching Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 dilaksanakan pada Rabu 23 Maret 2022 

bertempat di Balai Mufakat Kabupaten Berau. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Berau, Sekda Berau, 

Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Berau, Kesbangpol 

Berau, Diskoperindag Berau, Camat, Pemerintah Kampung, Pejuang SIGAP, dan beberapa perwakilan 

NGO.  

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh Pameran Produk Unggulan Kampung. Dalam pameran produk tersebut 

terdapat hot cokelat kampung merasa yang dapat dinikmati oleh para tamu undangan. Cokelat merasa ini 

merupakan cokelat organik lokal yang diproduksi oleh Kampung Merasa, cokelat ini sudah mengukir 

prestasi hingga kancah internasional. Selain itu juga ada beberapa produk olahan UMKM Kampung 

Labanan Makarti dan Kampung Teluk Sulaiman. 

 

Gambar 5 Bupati Berau Sri Juniarsih Mencicipi Coklat Merasa 

Bersamaan dengan Launching Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini, juga dilakukan peluncuran Sistem 

Informasi Kampung Sumber Agung, Sekolah BUMK Kampung Labanan Makarti, dan Forum Diskusi Bulanan 

Kampung Labanan Makmur. Peluncuran tersebut dikemas dalam sebuah video pendek yang menjelaskan 

sekaligus menandai secara simbolis akan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut.  

Peluncuran Sistem Informasi Kampung Sumber Agung ini selain sebagai seremoni penerapan Sistem 

Informasi Kampung di Sumber Agung juga dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang pentingnya 

Sistem Informasi Kampung. Fitur-fitur yang memudahkan pemerintah kampung dijelaskan dalam video 

launching Sistem Informasi Kampung Sumber Agung. Sementara peluncuran sekolah BUMK Kampung 

Labanan Makarti dan Forum Diskusi Bulanan merupakan bagian dari penguatan ekosistem saling belajar 
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antar kampung yang menjadi salah satu sasaran strategis Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. 

Peluncuran keduanya di kegiatan ini sebagai ajang promosi dan harapannya lebih banyak kampung yang 

akan terlibat. 

Sambutan sekaligus pembukaan Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 dalam kegiatan ini dilakukan oleh 

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Dalam sambutannya Bupati menjelaskan pentingnya program Akademi 

Kampung SIGAP sebagai sarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Setelah 

dilakukan pembukaan resmi Akademi Kampung SIGAP angkatan 2, Bupati secara simbolis menyerahkan 

dokumen sertifikat badan hukum ke BUMK Labanan Makarti, BUMK Pegat Bukur, dan BUMK Sukan 

Tengah. Simbolisasi penyerahan ini dimaksudkan untuk membakar semangat kampung-kampung lain 

yang BUMK-nya belum mendapatkan sertifikat badan hukum. Dalam Akademi Kampung SIGAP 2 ini, 

transformasi BUMK sesuai dengan PP 11 merupakan salah satu menu utama, sehingga kegiatan seremoni 

ini diharapkan mempermudah kegiatan selanjutnya. 

 
Gambar 6 Sharing Session oleh Wahyudi Anggoro Hadi 

 
Gambar 7 Talkshow Penguatan Ekosistem Saling Belajar 

Antar Kampung 

Dalam Launching ini juga terdapat Sharing Session oleh Wahyudi Anggoro Hadi serta Talkshow Penguatan 

Ekosistem Saling Belajar sebagai rangkaian kegiatan. Pada sharing session kali ini Wahyudi Anggoro Hadi 

berbagi cerita sukses keberhasilannya dalam memimpin desa panggungharjo. Dalam sesi ini Wahyudi 

Anggoro Hadi bercerita bagaimana Panggungharjo memanfaatkan potensi yang ada di desa menjadi 

sebuah prestasi. Panggungharjo yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah ternyata tetap bisa 

berprestasi dengan memanfaatkan potensi warganya. 

Sementara untuk Talkshow Penguatan Ekosistem Saling Belajar di Berau, dimoderatori oleh Rachmat 

Setiawan Kepala Kampung Talisayan. Sementara narasumber dalam talkshow ini adalah Edi Santoso 

Kepala Kampung Sumber Agung, Mupit Datusahlan Kepala Kampung Labanan Makmur, dan Dea Sekretaris 

BUMK Labanan Makarti. Talkshow ini membahas bagaimana kemungkinan-kemungkinan kerjasama dan 

strategi pemajuan kampung-kampung di Berau.  
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3 PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH KAMPUNG 

Temuan kunci yang didapatkan selama proses Akademi Kampung SIGAP angkatan 1 diantaranya masih 

banyak pemerintah kampung yang membangun hubungan dengan warganya hanya sebatas relasi 

administrasi. Belum ada upaya sistematis guna mewujudkan inovasi perluasan dimensi pelyanan publik. 

Keterlibatan masyarakat kampung dalam ruang pembangunan kampung juga masih rendah, belum ada 

upaya programatik untuk mewujudkan partisipasi warga. 

Mencermati temuan-temuan tersebut, pada Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini dilakukan 

penguatan kapasitas dasar yang meliputi 

penguatan kapasitas politik dan 

kepemimpinan bagi kepala kampung serta 

penguatan kapasitas proses dan birokrasi 

bagi aparatur pemerintah kampung 

(perangkat kampung).  

Kapasitas politik dan kepemimpinan 

dibutuhkan agar kepala kampung 

mempunyai kemampuan untuk 

menentukan arah kebijakan pembangunan 

desa, dimana terdapat 5 kapasitas dasar 

yang diharuskan dimiliki oleh kepala 

kampung yaitu kapasitas regulasi, kapasitas esktraktif, kapasitas distributif, kapasitas responsif dan 

kapasitas jaringan.  

Kapasitas proses dan birokrasi dari aparatur 

pemerintah kampung akan ditingkatkan 

dengan menggunakan pendekatan 

Reformasi Birokrasi yang diawali dengan 

mendorong perluasan dimensi pelayanan 

publik untuk membangun relasi baru antara 

pemerintah kampung dan warga kampung. 

Maka ketika pola hubungan baru tersebut 

sudah terwujud, langkah selanjutnya adalah 

melakukan penyesuaian tata kelembagaan 

dan selanjutnya membangun kultur 

organisasi baru. 

Merujuk pada bagan diatas, maka salah satu langkah strategis untuk melakukan reformasi birokrasi adalah 

penerapan Sistem Informasi Kampung Terpadu. Langkah ini merupakan pintu masuk strategis untuk 

melakukan perubahan sistemik mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasi 

pembangunan kampung. Langkah ini juga dimaksudkan untuk optimalisasi pelayanan publik, sentralisasi 

database kampung, serta memberi input dalam pengambilan kebijakan.  Penerapan sistem informasi 

Gambar 8 Lima Kapasistas Dasar yang Harus Dimiliki Kepala Kampung 

Gambar 9 Peta Reformasi Birokrasi 
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kampung terpadu juga merupakan pintu masuk strategis untuk melakukan perubahan sistemik 

mewujudkan partisipasi serta good governance.  

Sistem Informasi kampung diharapkan 

mampu menciptakan kapasitas 

datakrasi desa. Dimana sistem ini 

difungsikan untuk mengelola hidup 

dimasa mendatang untuk desa 

memperbaiki segala persoalan yang 

ada di masyarakat dengan berbasis 

data. Data bukan hanya difungsikan 

menggambarkan kondisi saat ini, 

namun data juga difungsikan untuk 

mengelola hidup masa mendatang. 

Data merupakan bagian penting 

pengambilan kebijakan pembangunan 

di tingkat kampung.  

Data kemudian menjadi hal yang sentral untuk didiskusikan, dikelola dan diperas manfaatnya untuk 

mendorong kemajuan kampung. Sehingga kampung bukan hanya berdaulat sandang, pangan dan papan 

tetapi juga berdaulat atas data yang mereka miliki. Program ini bermaksud membangun sistem informasi, 

sekaligus sebagai pangkalan data yang berguna bagi masyarakat (subjek data), pemerintah kampung, 

supradesa termasuk pemerintah pusat. Dengan satu data kampung yang realtime, memungkinkan 

kebijakan yang salah sasaran bisa diminimalisasi. 

3.1 RAPID ASSESSMENT 
Rapid Assessment merupakan sebuah metode untuk menilai atau mengkaji secara cepat. Asesmen untuk 

Pemerintah Kampung ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar kesiapan kampung untuk 

menerapkan Sistem Informasi kampung. Hal ini berkaitan dengan perumusan materi dan strategi dalam 

pelatihan serta pendampingan yang akan dilakukan dalam Akademi Kampung SIGAP.  

Sasaran rapid assessment ini adalah 26 Pemerintah Kampung peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 

2. Asesmen dilakukan dengan menyebar kuisioner daring kepada sasaran. Pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuisioner berkaitan dengan sudah ada atau tidaknya Sistem Informasi yang dikelola oleh kampung, sudah 

tersedia atau tidaknya perangkat keras yang dapat digunakan untuk menjalankan Sistem Informasi 

Kampung, dan komitmen kampung dalam penerapan Sistem Informasi Kampung.  

Hasil dari rapid assessment ini didapatkan informasi bahwa terdapat 8 kampung telah menggunakan 

Sistem Informasi Kampung. Sementara dari 18 kampung yang tidak menggunakan sistem informasi 

kampung 3 diantaranya sebelumnya pernah menggunakan Sistem Informasi Kampung. Untuk 

ketersediaan akses jaringan internet, dari seluruh kampung peserta Akademi Kampung SIGAP hanya Long 

Duhung yang belum ada akses jaringan internet.  

Gambar 10 Rancang Bangun Sistem Informasi Desa 
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Sementara untuk sosial media yang merupakan salah satu media penyampaian informasi ke publik, hanya 

manunggal jaya yang belum mempunyai sosial media. Terkait komitmen untuk penggunaan Sistem 

Informasi Kampung, semua kampung menyatakan komitmennya untuk menggunakan Sistem informasi 

Kampung, namun hanya ada 6 kampung yang sudah menganggarkan pengadaan Sistem Informasi 

Kampung dan sarana penunjangnya. 

 

Dari data hasil asesmen ini, dilakukan penulusuran lebih lanjut pada website dan sosial media kampung. 

Dari 17 kampung yang memiliki website, hanya 3 kampung yang websitenya terkelola cukup baik, yaitu 

Labanan Makmur, Sukan Tengah, dan Sumber Agung. Sementara untuk sosial media, hanya 8 kampung 

yang terkelola dengan baik, yaitu Sumber Agung, Labanan Makmur, Teluk Sumbang, Talisayan, Payung-

payung, Teluk Sulaiman, dan Batu Putih. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kampung-

kampung tersebut gagal melakukan pengelolaan website maupun sosial media. Kegagalan pengelolaan 

website maupun sosial media merupakan hal yang sering ditemui di banyak kampung di Indonesia. 

Kegagalan tersebut karena kurang disiapkannya pengelola website maupun sosial media. 

Berdasarkan hasil rapid assessment dan pendalaman yang telah dilakukan. Salah satu kesimpulan yang 

dapat diambil adalah perlunya penguatan dari sisi pengelolaan Sistem Informasi Kampung yang berisi 

website dan sosial media di dalamnya. Komitmen yang sudah muncul dari kampung untuk menerapkan 

Sistem Informasi Kampung tidak boleh hanya berhenti sampai dipengadaan sistem dan sarana-nya saja, 

tetapi harus sampai pada implementasi dan pengelolaan yang baik. Untuk itu kedepannya diperlukan 

pelatihan dan pendampingan terkait penerapan dan pengelolaan sistem informasi kampung. 

3.2 KELAS BELAJAR 1 
Kelas Belajar 1 Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2022 

bertempat di Family Café, Tanjung Redeb. Kelas belajar untuk pemerintah kampung, berfokus pada 

bagaimana kampung mampu mengoperasikan Sistem Informasi Kampung dengan baik. Mengoperasikan 

Sistem Informasi Kampung di sini tidak dimaknai semata hanya menjalankan fungsi pelayanan dengan 
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aplikasi, namun terdapat hal-hal strategis yang dapat dengan mudah dicapai oleh kampung apabila 

menerapkan Sistem Informasi Kampung. Salah satu dasar dari implementasi Sistem Informasi Kampung 

ini adalah pengelolaan data kampung sebagai basis perencanaan kebijakan ditingkat kampung.  

Rancangan kebijakan pemerintah kampung yang tidak diformulasikan dari basis data yang memadai dan 

terintegrasi masih banyak ditemui pada saat ini. Perumusan kebijakan tanpa berbasiskan data niscaya 

menghasilkan produk kebijakan yang tidak berkualitas lantaran ketidak-lengkapan, inkonsistensi, dan 

ketidakjelasan basis datanya. Kualitas lumbung data yang buruk berdampak pada kualitas kebijakan publik 

yang buruk pula. Saat ini, Data tengah menjadi tren global yang dimanifestasikan dalam bentuk data 

bervolume besar, bergerak cepat, dan kompleks, yang kemudian dikenal dengan istilah Big Data. Dengan 

Big Data memungkinkan bagi munculnya paradigma baru dalam riset-riset sosial dan kebijakan. Terobosan 

penting ini perlu dilakukan dalam bentuk analisis Big Data guna memahami transformasi radikal yang 

terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di era revolusi digital. Lebih jauh, Big Data juga 

merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

Datakrasi bisa menjadi alat ampuh untuk meminimalisir terjadinya korupsi.  

Prinsip bahwa data bisa diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara real time dapat 

meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini 

mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang rigid dan 

terkontrol oleh publik. Pada titik itulah datakrasi akan menjadi sangat menentukan dalam politik, 

pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, maupun upaya kolektif memahami kebiasaan 

manusia. 

Selain sebagai alat untuk mengelola data yang berimplikasi pada kualitas perencanaan kebijakan serta 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah kampung. Implementasi Sistem Informasi Kampung juga 

berkaitan dengan reformasi birokrasi. Jika dilakukan perbandingan antara Pemerintah Kampung dengan 

warganya, seringkali ditemukan bahwa Pemerintah Kampung tidak ada apa-apanya dibanding dengan 

warganya, dari segi jumlah, pendidikan, sumber daya finansial, dan lain sebagainya. Tetapi besarnya 

kapasitas sosial yang ada pada warga tidak serta merta dapat di dorong menjadi modal sosial, 

sebagaimana yang sering dikenal sebagai partisipasi. Karena partisipasi ini mensyaratkan kepercayaan 

dari warga ke Pemerintah Kampung. Masih banyak warga yang memandang buruk kultur birokrasi di 

Pemerintah Kampung. Lamban, korup, tidak transparan, bias kepentingan elit, adalah contoh dari 

pandangan buruk kultur birokrasi Pemerintah Kampung oleh warganya. 

Maka reformasi birokrasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah membangun kultur organisasi yang 

baru. Kemudahan dan kecepatan yang didapatkan dari penerapan Sistem Informasi Kampung dalam 

pelayanan, diharapkan mampu merubah persepsi warga terhadap Pemerintah Kampung. Perubahan 

dalam pelayanan yang lebih efektif dan efisien diharapkan menumbuhkan pandangan bahwa Pemerintah 

Kampung sedang berbenah ke arah yang lebih baik. Dalam proses ini diharapkan nantinya memunculkan 

kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kampung yang menjadi basis dalam proses partisipasi publik. 

3.2.1 Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dirumuskanlah materi Kelas Belajar Pemkam sebagai berikut, 



 
      
     

     22 
 

Materi Deskripsi 

Pengantar Data dan 
Informasi 

Dalam materi ini akan mengulas tentang perbedaan data dan informasi. 
Kemudian bagaimana proses perubahan data menjadi sebuah informasi. Dan 
bagaimana pentingnya data dalam perumusan pembangunan desa. Dalam 
materi ini juga diulas tentang keterbukaan informasi publik. 
 
Melalui materi ini diharapkan mampu merubah prespektif peserta tentang 
data. Sehingga dalam melaksanakan kerja-kerjanya peserta mengerti arti 
pentingnya data dalam konteks perencanaan pembangunan kampung. 
 
 
 

Materi Deskripsi 

Identifikasi 
Kebutuhan 
Pengelolaan Sistem 
Informasi Kampung 

Dalam operasionalisasi Sistem Informasi Kampung, tentunya terdapat 
prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Identifikasi kebutuhan Pengelolaan 
SIK adalah salah satu hal yang krusial dalam menemukan prasyarat-prasyarat 
tersebut. 
 
Sesi ini akan mengajak peserta untuk melakukan pemetaan sumberdaya 
(resource mapping) dengan menemukenali kebutuhan-kebutuhan terkait 
Sistem Informasi Kampung. Dalam materi ini juga diberikan penjelasan tentang 
kewenangan-kewenangan kampung, serta ruang partisipasi dari warga yang 
dapat dimunculkan dalam konteks pengelolaan Sistem Informasi Kampung. 
 

Formulasi Legal 
Drafting 
Pengelolaan SID 

Dalam mengelola Sistem Informasi Kampung, dimungkingkan untuk membuat 
lembaga desa yang khusus untuk mengelola Sistem Informasi Kampung. Pola 
pengelolaan Sistem Informasi Desa dengan model kelembagaan, tentunya 
membutuhkan produk hukum tersendiri dari kampung. Dalam hal ini tidak 
menutup kemungkinan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Pengelolaan 
Sistem Informasi Kampung, muncul model pengelolaan Sistem Informasi 
Kampung yang berbeda antar kampung. Model pengelolaan yang berbeda 
inilah yang akan perlu diformulasikan dalam legal drafting produk hukum 
kampung. 
 

3.2.2 Fasilitator 

Untuk menyampaikan materi yang telah dirumuskan dengan baik, menyesuaikan dengan kapasitas dan 

kapabilitas dalam pembangunan kampung. Tim YSID melibatkan fasilitator yang merupakan akademisi, 

peneliti, sekaligus konsultan yang mumpuni dalam pelatihan dan pendampingan. Berikut ini merupakan 

fasilitator untuk kelas belajar pemerintahan kampung, 

Nama Profesi Instansi 

Ryan Sugiarto Dosen, Peneliti, Tenaga Ahli, 
Ketua Yayasan 

Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa Yogyakarta, YSID 

Any Sundari Peneliti YSID 
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3.2.3 Peserta 

Dalam pelatihan ini kami mengundang perwakilan dari 29 kampung dari Kabupaten Berau. Secara lebih 

spesifik perwakilan yang kami maksud adalah Kepala Kampung/Sekretaris Kampung, Admin Kampung, dan 

Faskam SIGAP. Adapun list dari kampung yang diundang dalam kelas belajar ini adalah sebagai berikut, 

Daftar Kampung 

1 Sukan Tengah 16 Tembudan 

2 Bebanir Bangun 17 Sumber Agung 

3 Gurimbang 18 Teluk Sumbang 

4 Pegar Bukur 19 Teluk Sulaiman 

5 Suaran 20 Merabu 

Daftar Kampung 

6 Labanan Makmur 21 Merasa 

7 Labanan Jaya 22 Pegat Betumbuk 

8 Campur Sari 23 Long Duhung 

9 Labanan Makarti 24 Manunggal Jaya 

10 Pulau Derawan 25 Biatan Ulu 

11 Kasai 26 Pulau Besing 

12 Talisayan 27 Payung Payung 

13 Tunggal Bumi 28 Maluang 

14 Sukamurya 29 Sido Bangen 

15 Batu Putih   

Selain list kampung - kampung yang ditetapkan sebelumnya, terdapat empat kampung lain yang 

ditambahkan dalam kelas belajar ini. Penambahan peserta ini berdasarkan perminataan dan inisiatif 

kampung untuk ikut serta menjadi peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2. Empat kampung tersebut 

yaitu Pegat Batumbuk, Maluang, Campur Sari, dan Sido Bangen.  

Dari 29 kampung yang diundang, 25 kampung terdapat perwakilan yang menghadiri kelas belajar, 

sementara 4 kampung tidak terdapat perwakilan yang hadir. Empat kampung tersebut adalah Kasai, 

Labanan Makmur, Merasa, dan Pulau Derawan. 

3.2.4 Proses Pelatihan 

Materi 1 : Pengantar Data dan Informasi 

Materi pertama Pengantar Data dan Informasi menjelaskan apa itu data dan perbedaannya dengan 

informasi. Data sendiri merupakan sebuah fakta yang dapat dikumpulkan dan diinterpretasikan menjadi 

sebuah informasi. Atau dalam kalimat lain informasi dimaknai sebagai data yang 

dibunyikan/diinterpretasikan. Dengan pengetahuan dasar terkait data ini, diharapkan peserta mampu 

membedakan data dan informasi, agar kedepannya kampung tidak terjebak hanya menjadi pengumpul 
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data. Karena data-data milik kampung hanya akan menjadi sekumpulan data jika tidak diproses dan 

diinterpretasikan menjadi sebuah informasi. 

Kaitannya dengan perencanaan pembangunan kampung, pengumpulan data dan pemrosesannya menjadi 

sebuah informasi merupakan perihal penting. Dengan adanya kedua hal tersebut perencanaan 

pembangunan kampung akan lebih tepat sasaran, dan menjawab permasalahan yang ada di kampung. 

Dalam konteks wilayah adminitrasinya, data kampung haruslah mewakili keadaan kampung yang 

sebenarnya. Data kampung haruslah berupa data riil, by name by address, bukan sebuah data statistik. 

Karena pemerintah kampunglah yang berhadapan langsung dengan warga. 

Materi 2 : Pengantar Sistem Informasi Kampung Terintegrasi 

Materi Pengantar Sistem Informasi Kampung Terintegrasi (SIKT) ini disampaikan oleh Waldi yang 

merupakan Faskam SIGAP Kampung Sumber Agung. Dalam kesempatan ini Waldi menjelaskan tentang 

Sisitem Informasi Kampung Terpadu yang sudah terlebih dahulu diinstal di Kampung Sumber Agung. 

Sistem Informasi Kampung Sumber Agung meliputi 3 sistem yaitu website, webGIS, dan sistem pelayanan, 

sistem pelayanan sendiri sudah terintegrasi dengan aplikasi android yang diperuntukkan untuk warga 

Kampung Sumber Agung. Menurut pemaparan Waldi, SIKT ini mempermudah Pemerintah Kampung 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Selanjutnya Waldi memberi penjelasan secara detail terkait sistem-sistem yang terdapat dalam SIKT. 

Website yang tersedia di SIKT berisi berita dan artikel terkait Kampung Sumber Agung, profil aparatur 

kampung, profil kampung, produk unggulan kampung, laporan realisasi anggaran, produk hukum 

kampung, produk unggulan kampung hingga portal aduan yang dapat diakses oleh warga. 

Untuk sistem pelayanan kampung, Waldi mempraktekkan bagaimana sistem ini membantu proses 

pelayanan persuratan yang mudah, cepat dan efisien. Waldi juga mempraktekkan bagaimana warga dapat 

mengakses pelayanan surat melalui aplikasi android secara mandiri, tanpa harus ke kantor kepala 

kamung. Selain itu Waldi juga menjelaskan bagaimana sistem pelayanan ini dapat digunakan untuk 

mengelola dan mengarsipkan data. Sementara untuk webGIS dapat digunakan untuk menampilkan data 

spasial. Penggunaan webGIS ini akan memudahkan proses pembacaan data. 

Setelah pemaparan oleh Waldi ini, terdapat beberapa pertanyaan dari peserta, berikut ini pertanyaan dan 

jawaban yang muncul dalam forum, 

Pertanyaan : bagaimana keamanan data dalam Sistem Informasi Kampung ini? 

Jawaban : YSID sebagai pengembang Sistem Informasi Kampung Terpadu memiliki SOP   dalam 

   pengelolaan data. Termasuk didalamnya back up data secara periodik. 

Pertanyaan : Apakah SIKT ini bisa terintegrasi dengan OPD-OPD terkait?, karena dari penjelasan yang 

diberikan tergambar terdapat irisan dengan beberapa OPD. 

Jawaban : Integrasi sistem dengan lembaga supradesa, membutuhkan advokasi dari berbagai 

pihak, saat ini SIKT yang ada mempermudah proses dalam hal menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan Lembaga supradesa. 
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Pertanyaan : Bagaimana proses pembuatan template surat, apakah bisa membuat template sendiri 

menyesuaikan kebutuhan dari kampung? 

Jawaban : SIKT memiliki fitur pembuatan template surat yang dapat diakses oleh admin. 

Pertanyaan : Bagaimana apabila terdapat anak/orang tua yang tidak dapat menggunakan aplikasi 

android?, apakah bisa diuruskan oleh orang lain? 

Jawaban : Dalam sistem android SIKT pemilik akun hanya dapat mengakses datanya sendiri, artinya 

satu akun tidak dapat mengurus surat untuk orang lain. Hal ini berkaitan dengan 

keamanan data, apabila satu akun dapat mengakses data penduduk orang lain ditakutkan 

adanya kebocoran data. Dalam sistem pelayanan ini, pengurusan surat tetap dapat 

dilakukan secara langsung ke kantor kepala kampung. Artinya untuk warga yang memiliki 

keterbatasan akses ke aplikasi android tetap dapat mengakses pelayanan dengan 

langsung datang ke kantor kepala kampung. 

Materi 3 : Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Informasi Kampung 

Materi Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Informasi Kampung menjelaskan terkait kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kampung. Materi ini berkaitan dengan 

banyaknya kampung yang berhasil menginstal Sistem Informasi Kampung maupun Website tetapi 

kemudian gagal mengoperasionalkannya. Dalam hal ini banyak kemudian Sistem Informasi Kampung 

maupun website tidak hidup. 

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan kampung, peserta ditugaskan mengidentifikasi hal-hal 

yang menjadi prasyarat dengan 4 kategori yang diberikan. Kategori tersebut adalah Software, Hardware, 

SDM, dan Organoware. Software disini merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh kampung untuk 

menjalankan tugas-tugasnya. Sementara untuk hardware adalah perangkat keras yang menjadi prasyarat 

berjalannya sistem informasi kampung, seperti komputer, sinyal, listrik, dan lain-lain.  

SDM merupakan petugas yang menjalankan sistem informasi kampung. SDM ini berkitan dengan 

kuantitas dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem informasi kampung. Tidak adanya 

SDM atau SDM yang tidak sesuai kualifikasi akan menyebabkan sistem informasi gagal dioperasionalkan 

atau mati. Oleh karena itu identifikasi terkait kebutuhan SDM merupakan salah satu hal kunci.  

Terakhir, yaitu organoware, organoware merupakan kebutuhan kelembagaan pengelola sistem informasi 

kampung. Pelembagaan pengelola ini perlu diidnetifikasi karena dibeberapa kasus ketika tidak adanya 

lembaga pengelola menyebabkan operasionalisasi sistem informasi kampung sangat bergantung pada 

individu yang mampu menjalankan sistem informasi kampung. Artinya ketika individu tersebut tidak lagi 

menjadi pengelola sistem informasi kampung, sistem informasi kampung tidak lagi beroperasi karena 

tidak adanya transfer knowledge.  

Masalah lain yang dimungkinkan muncul karena tidak terlembagakannya pengelola sistem informasi 

kampung adalah dibeberapa kasus pengelola sistem informasi kampung dilekatkan kepada aparatur 

kampung, dalam kasus ini banyaknya urusan lain yang harus dijalankan aparatur kampung menyebabkan 

Sistem Informasi Kampung tidak terkelola. Dengan adanya pelembagaan pengelola sistem informasi 
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kampung diharapkan terdapat mekanisme organisasi yang menjamin standar operasional sistem 

informasi kampung. 

Terkait organoware ini, fasilitator menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan kampung yang dapat 

didistribusikan atau dibagi kepada warga kampung. Setelah hadirnya UU Desa tahun 2014 terdapat 120 

kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kampung. Banyaknya kewenangan yang dimiliki 

kampung tidak seimbang dengan jumlah SDM yang dimiliki. Maka kebutuhan mendistribusikan 

kewenangan adalah hal penting. Proses ini telah dicontohkan oleh Panggungharjo yang membagi 

kewenangan-kewenangannya kepada warga desa melalui lemabaga desa. Termasuk pengelolaan sistem 

informasi desa, Panggungharjo membentuk lembaga bernama Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID). 

Dalam penugasan yang diberikan, identifikasi peserta terkait kebutuhan software mayoritas menyebutkan 

software-software yang didapatkan dari lemabaga supradesa, seperti Siskeudes, aplikasi SDGs, aplikasi 

Disdukcapil, dan lainnya. Para peserta mengaku cukup terbantu dengan software-software yang 

disediakan oleh lembaga supradesa, khususnya aplikasi disdukcapil, namun hal ini mengindikasikan 

bahwa mayoritas kampung belum memiliki inisiatif untuk membuat software-nya sendiri. Terkait hal ini 

terdapat dua asumsi yang muncul, mayoritas kampung gagal mengidentifikasi kebutuhan terkait software 

yang dapat membantu kinerjanya, sehingga belum ada inisiatif untuk mengembangkan software yang 

sesuai dengan kebutuhannya atau memang kampung sudah dicukupkan dengan software yang diberikan 

lembaga supradesa. 

Meskipun mayoritas kampung hanya menyebutkan software yang sediakan lembaga supradesa. Namun, 

ada beberapa kampung yang sudah menerapkan software yang tidak disediakan oleh lembaga supradesa, 

seperti Sumber Agung, Suaran dan Sukan Tengah yang sudah menginstal sistem informasi kampung. 

Beberapa kampung lain sudah pernah memiliki website namun tidak terkelola. Selain itu, terdapat 

kampung yang berkeinginan menduplikasi sistem informasi kampung yang dimiliki Sumber Agung, 

kampung-kampung tersebut adalah Sei Bebanir Bangun, Payung-payung, Suka Murya, dan Pulau Besing. 

Terkait dengan Hardware, mayoritas kampung sudah memiliki hardware yang mumpuni. Bahkan terdapat 

kampung yang memiliki kamera hingga drone. Hanya Long Duhung yang memiliki permasalahan terkait 

sinyal dan listrik yang hanya 6 jam. Dan beberapa kampung lain yang sudah terdapat akses jaringan 

internet meskipun kondisinya masih terbatas seperti pegat batumbuk, dan merabu. 

Dalam identifikasi kebutuhan SDM, para peserta belum dapat menyebutkan kuantitas dan kualifikasi yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan sistem informasi kampung. Untuk SDM ini semua kampung masih 

mengandalkan aparatur kampung, dan beberpa kampung mengandalkan Faskam SIGAP, pun demikian 

para peserta menyebutkan masih perlu pendampingan dan pelatihan untuk SDM yang mengelola sistem 

informasi kampung. 

Untuk identifikasi kebutuhan organoware, hampir semua peserta menyebutkan belum memerlukan 

pelembagaan pengelola sistem informasi kampung. Hal ini juga dipengaruhi sulitnya mencari SDM diluar 

aparatur kampung untuk pengurusan kelembagaan ini. Hanya dua kampung yang sudah memiliki 

bayangan terkait lembaga pengelola sistem informasi kampung yaitu Suka Murya yang ingin membentuk 

kelompok kerja dari unsur pemuda desa dan Payung-payung yang berencana mengajak kerjasama 

lembaga lokal kampung dalam pengelolaan sistem informasi kampung. 
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Materi Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Sistem Informasi Kampung dilanjutkan di hari kedua, di sesi ini 

peserta diminta mengidentifikasi personil yang mengelola sistem informasi kampung. Mengadopsi model 

SIKT milik Sumber Agung, didapatkan kebutuhan personil dengan tugas dan fungsi sebagai berikut, 

Personil Tugas dan Fungsi 

Super Admin Set up sistem, membuat template surat, membuat akun 
operator, mengkontrol keseluruhan sistem, mengatur 
menu website, mengatur publisitas data spasial pada 
webGIS. 

Operator Website Mengunggah artikel/berita, mengunggah foto/video, 
memposting pengumuman, mengunggah 
laporan/produk hukum kampung, mengelola komentar, 
mengelola portal pengaduan. 

Operator Sistem Pelayanan Melakukan pelayanan adminsitrasi, mengelola data 
kependudukan dan data lainnya, membuat akun android 
warga. 

Operator WebGIS Memproses data spasial, mengunggah data spasial ke 
webGIS. 

Pengisi Konten Website Menulis berita/artikel, mengambil foto dan video. 

Operator Data Spasial Mengambil data spasial. 

 

Kebutuhan personil beserta tugas dan fungsi yang terdapat dalam tabel di atas merupakan contoh atau 

patokan bagi peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan personil. Artinya setiap peserta dibebaskan 

untuk menuliskan kebutuhan personil beserta tugas dan fungsinya, menyesuaikan ketersediaan SDM yang 

ada di Kampung. Proses ini dimaksudkan untuk pemetaan SDM, apabila kampung akan menerapkan SIKT 

di kampungnya. Dari proses ini, setiap peserta mendapatkan rancangan tim yang nantinya akan menjadi 

calon pengelola sistem informasi kampung. 

Materi 4 : Formulasi Legal Drafting Pengelolaan SID  

Di materi terakhir yaitu Formulasi Legal Drafting, fasilitator kembali menceritakan tentang kelembagaan 

Pengelola Sistem Informasi Desa milik Panggungharjo. Dan menjelaskan kembali tentang kewenangan-

kewenangan kampung yang dapat dibagi habis kepada warga kampung. Dalam sesi ini fasilitator 

menunjukkan produk hukum yang dikeluarkan Panggungharjo dalam pembentukan Pengelola Sistem 

Informasi Desa. 

Di sesi ini fasilitator menjelaskan tentang kelebihan model pengelolaan sistem informasi kampung dengan 

model kelembagaan dibanding model fungsional yang bertumpu pada individu. Kelebihan yang 

dimaksudkan disini berkaitan dengan mekanisme organisasional yang dapat menjaga kualitas proses 

pengelolaan sistem informasi kampung. Termasuk kemungkinan gagalnya pengelolaan sistem informasi 

kampung apabila pengelolaannya dilekatkan kepada aparatur kampung yang sudah memiliki tugas lain. 

Namun demikian, keputusan memilih model pengelolaan sistem informasi kampung diserahkan kepada 

masing-masing kampung dengan mempertimbangkan konteks lokal kampung. 
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Pre-test dan Post-Test 

Pretest dan Postest dilakukan dengan menyebarkan kuisioner daring kepada para peserta. Pretes dan 

posttest ini berisi tentang pengetahuan peserta terkait berbagai macam tema, dengan 5 level tingkat 

pengetahuan yaitu tidak mengetahui, sedikit mengetahui, mengetahui, mengetahui banyak, dan 

menguasai. Adapun terkait tema yang ditanyakan adalah sebagai berikut, 

1. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa 

2. Lembaga desa 

3. Fungsi data desa 

4. Jenis-jenis data desa 

5. Basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi; 

6. Membaca data desa 

7. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat 

8. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; 

9. Mewujudkan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 

10. Pengelolaan data desa 

11. Pengelolaan system informasi desa 

12. Informasi pembangunan yang akurat 

13. Berkomunikasi dengan warga desa bebasis system informasi desa 

14. Profil desa 

15. Memberikan layanan berbasis system informasi 

 

Dalam pengisian ini terdapat perbedaan jumlah antara yang mengisi pretest dan posttest, hal ini berkaitan 

dengan kehadiran peserta yang berbeda antara hari pertama dan kedua. Terdapat 35 peserta yang 

mengisi pretest dan 31 peserta mengisi posttest. Sementara itu terdapat 9 peserta yang hanya mengisi 

bagian pretes dan 5 peserta yang mengisi posttest saja. Berikut ini merupakan grafik hasil pretest dan 

posttest kelas belajar pemerintah kampung, 



 
      
     

     29 
 

 
 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat, dari semua tema yang ditanyakan semuanya mengalami peningkatan. 

Peningkatan yang dimaksud adalah berkurangnya peseerta yang memilih tidak mengetahui serta sedikit 

mengetahui, dan bertambahnya peserta yang memilih mengetahui banyak serta menguasasi. Pertanyaan 

nomor 5 terkait basis data yang sebelumnya banyak tidak ketahui peserta yaitu diangka 12 peserta, pada 

posttest hanya diangka 3. Sementara untuk pertanyaan nomor 13 terkait dengan komunikasi 

menggunakan sistem informasi kampung, di pretest terdapat 10 peserta yang tidak mengetahui, 

sementara di posttest hanya 3 peserta yang tidak mengetahui. 
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Gambar 11 Kelas Belajar 1 Tata Kelola Pemerintah Kampung 

3.3 KELAS BELAJAR 2 
Jika di Kelas Belajar 1, diadakan dengan mengumpulkan peserta di tanjung redeb. Kelas Belajar 2 

dilaksanakan di 2 klaster, yaitu kelas tanjung redeb dan kelas pesisir selatan. Berikut ini merupakan waktu 

dan tempat pelaksanaan kedua klaster kelas tersebut, 

Kelas Tanjung Redeb 

Hari, Tanggal   : Kamis-Jum’at, 2-3 Juni 2022   

Tempat   : Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb 

Kelas Pesisir Selatan 

Hari, Tanggal   : Senin-Selasa, 6-7 Juni 2022   

Tempat   : Ruang Kelas SDN 001 Talisayan 

Di kelas belajar ini peserta diajak untuk lebih memahami tentang data. Dari apa itu data dan 

perbedaannya dengan fakta maupun informasi, karakteristik data, metode pengumpulan data, identifikasi 

kebutuhan data, hingga menganalisis data. Materi terkait data ini merupakan langkah penguatan 

kapasitas Pemerintah Kampung dalam memanfaatkan data sebagai navigasi arah perencanaan 

pembangunan kampung. Kampung yang selama ini hanya sebagai “penyedia” data-data yang dibutuhkan 

lembaga supra desa, pada kelas ini peserta diajak memahami pemetaan data yang dibutuhkan dalam 

proses pembangunan kampung. 

Materi pokok pada kelas belajar ini, selain terkait tentang data ada materi tentang pengelolaan media. 

Materi tentang media ini berkaitan dengan prinsip dasar jurnalisme, teknik pembuatan berita, hingga 

teknik pengambilan gambar. Materi ini dirasa penting mengingat banyak kampung yang gagal melakukan 

aktivasi website yang dimiliki. Sehingga informasi yang dapat diakses di website sangat terbatas. Dengan 

materi ini diharapkan kampung dapat mengelola website-nya secara mandiri termasuk dalam penulisan 

berita ataupun konten. 
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Dalam penyampaian materi data maupun media, selain diberikan materi teori, peserta juga diajak untuk 

praktik langsung langsung menggunakan Sistem Informasi Kampung Terintegrasi. Hal yang dipraktikkan 

langsung diantaranya adalah input dan pengelolaan data tematik dan pengelolaan berita di website 

kampung. 

3.3.1 Lingkup Pembahasan 

No Materi Sub-Materi Output 

1 Pengelolaan 
Data Desa (1) 

Data sebagai aset strategis 1. Pesera paham terkait pentingnya data 
untuk pembangunan desa 

2. Peserta mampu memetakan data-data 
yang dimiliki dan data yang dibutuhkan 
terkait dengan rencana pembangunan 

Mengidentifikasi data desa 

Pemetaan dan elaborasi data 
desa 

2 Pengelolaan 
Data Desa (2) 

Pengkayaan Database 1. Peserta mampu melakukan updating 
database desa 

2. Peserta mampu melakukan analisis 
terhadap data-data yang dimiliki 

Pengantar Analisis Data 

Teknis Analisis Data 

3 Pengelolaan 
Media Desa (1) 

Pengantar Jurnalisme 1. Peserta memahami prinsip-prinsip 
dalam penulisan berita 

2. Peserta memahami teknik-teknik 
menulis dan mengambil gambar dalam 

pembuatan berita  

Prinsip-prinsip penulisan berita 

Teknik penulisan berita 

Teknik pengambilan gambar 

4 Pengelolaan 
Media Desa (2) 

Praktik pembuatan berita 1. Peserta mampu membuat berita 
2. Peserta mampu mengelola website Praktik mengunggah berita ke 

website 

3.3.2 Fasilitator 

Fasilitator Kelas Tata Kelola Pemerintah Kampung 

Achmad Musyaddad Manajer Initiative Development Service YSID 

Damar Saksomo Jati Staff IT YSID 

 

3.3.3 Peserta 

Kelas Tanjung Redeb 

1 Bebanir Bangun 6 Labanan Makmur 11 Payung Payung 16 Sido Bangen 

2 Gurimbang 7 Long Duhung 12 Pegat Bukur 17 Suaran 

3 Kasai 8 Maluang 13 Pegat Betumbuk 18 Sukan Tengah 

4 Labanan Jaya 9 Merabu 14 Pulau Besing   

5 Labanan Makarti 10 Merasa 15 Pulau Derawan   

Kelas Pesisir Selatan 

1 Sumber Agung 4 Teluk Sumbang 7 Batu Putih 10 Manunggal Jaya 
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2 Talisayan 5 Tembudan 8 Biatan Ulu 11 Sukamurya 

3 Teluk Sulaiman 6 Tunggal Bumi 9 Campur Sari   

 

Terkait peserta yang mengikuti Kelas Belajar 2 ini, untuk kelas tanjung redeb, di hari pertama kelas diikuti 

oleh 33 peserta. Sementara di hari kedua kelas diikuti oleh 28 peserta. Dari seluruh peserta yang diundang 

di kelas tanjung redeb, sebanyak tiga kampung tidak mengahdiri undangan. Tiga kampung tersebut adalah 

Gurimbang, Kasai, dan Pegat Batumbuk. Sementara perwakilan dari Kampung Merabu, Pulau Derawan 

dan Labanan Makmur hanya menghadiri di hari pertama pelatihan. 

Sementara untuk kelas pesisir selatan, hari pertama diikuti oleh 19 peserta. Sementara di hari kedua kelas 

diikuti oleh 20 peserta. Untuk keikutsertaan dari kampung, hanya Kampung Tunggal Bumi yang tidak 

menghadiri undangan. 

3.3.4 Proses Pelatihan 

Materi Pengelolaan Data Desa 

Materi ini diawali dengan penjelasan tentang 

perbedaan fakta, data, dan informasi. 

Pengetahuan ini membantu kampung untuk 

lebih bisa menstrukturkan dan 

mengkategorikan realitas yang terjadi di 

lingkungannya. Fakta merupakan realitas 

yang terjadi, sementara data merupakan 

kumpulan dari fakta. Sementara informasi 

adalah serangkaian data yang sudah diolah 

sehingga bisa lebih mudah disampaikan dan dimengerti. 

Manfaat praktis dari sebuah informasi adalah untuk 

membantu menyusun isu kebijakan. Di poin ini diketahui 

bahwasanya data memiliki pengaruh dalam penyusunan 

kebijakan. 

Dalam materi ini peserta diajak berdiskusi berkaitan dengan 

kriteria kebijakan publik yang dapat dinilai baik dan 

bagaimana cara membuat kebijakan yang baik. Kebijakan 

publik yang baik adalah kebijakan yang spesifik, terukur, 

dapat dicapai, relevan, dan terdapat jangka waktunya. Untuk 

mendapatkan kebijakan publik yang baik tersebut harus 

didasari dengan data-data yang tepat dan valid. Proses 

selanjutnya peserta diberikan materi terkait karakterisitik 

data dan metode pengumpulannya.  
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Selanjutnya peserta diajak untuk menentukan isu strategis apa yang ingin diselesaikan oleh kampung. Dari 

isu strategis tersebut, peserta diminta mengidentifikasi tujuan kebijakan, sasaran, bentuk program, dan 

data-data apa saja yang dibutuhkan. Pada tahap ini peserta dikelompokkan sesuai dengan kampungnya 

masing-masing, sehingga apa yang dirumuskan berbasis apa yang ada di kampung. 

Materi Pengelolaan Media 

Pada materi ini dijelaskan terkait berita sebagai 

produk utama jurnalistik. Berita sendiri adalah 

laporan, cerita, atau keterangan tentang suatu 

peristiwa aktual dan penting, keadaan 

tertentu, ataupun gagasan, pikiran, atau 

perasaan manusia, salah satu contohnya 

tanggapan masyarakat terhadap suatu 

masalah. Terdapat beberapa jenis berita 

diantaranya Straight News (Berita Langsung), 

Opinion News (Berita Opini), Interpretative 

News (Berita Interpretasi), Depth news (Berita 

Mendalam), dan Investigation news (Berita Investigasi). Dalam hal ini karena proses penulisannya yang 

cukup mudah, peserta diarahkan untuk menulis berita langsung di laman website-nya. Berita langsung 

sendiri adalah berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Umumnya berupa berita tentang 

peristiwa tertentu. 

Pada materi ini juga disampaikan terkait nilai berita atau biasa disebut dengan news values/newsworthy. 

Nilai berita ini berguna dalam menentukan peristiwa apa yang akan diberitakan, karena yang perlu 

diketahui tidak semua peristiwa layak dijadikan sebuah berita. Berikut ini merupakan poin-poin terkait 

nilai berita : 

• Magnitude. Seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi masyarakat luas. Misal, kenaikan harga 

minyak goreng. 

• Significance. Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik. Misal, wabah penyakit. 

• Actuality/Timeliness. Tingkat aktualitas peristiwa. Misal, peristiwa semenit, sejam, atau maksimal 

sehari lalu. 

• Proximity. Kedekatan secara geografis atau psikologis. Misal, banjir di Kelay menarik bagi warga 

Berau. 

• Prominence. Ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa. Misal, capres mencangkul di sawah. 

• Dampak (impact).  Seberapa dampaknya terhadap orang banyak. 

• Konflik. Peristiwa ketegangan, perang 

• Human Interest. Menyentuh perasaan kemanusiaan. 
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• Keanehan (Unusualness). Hal yang unik, tidak lazim. 

Selain nilai berita juga disampaikan materi terkait rumus unsur berita atau yang lebih dikenal dengan 

5w+1h. Rumus ini biasanya digunakan secara ketat dalam penulisan berita langsung atau straight news. 

Dalam penulisan berita langsung ini terdapat teknik penulisan dengan meletakkan hal yang paling penting 

di paragraf awal. Hal ini merupakan strategi untuk menarik pembaca. 

Dalam kesempatan ini peserta juga diberikan tugas untuk menulis berita sekaligus mengumpulkan foto. 

Kedua hal tersebut kemudian direview oleh fasilitator sehingga terdapat perbaikan ketika kampung 

menulis maupun mengambil gambar untuk berita. 

 

 

  
Gambar 12 Kelas Belajar 2 Tata Kelola Pemerintah Kampung 

3.3.5 Pre-test dan Post-Test 

Pretest dan Postest dilakukan dengan menyebarkan kuisioner daring kepada para peserta. Pretes dan 

posttest ini berisi tentang pengetahuan peserta terkait berbagai macam tema, dengan 5 level tingkat 

pengetahuan yaitu tidak mengetahui, sedikit mengetahui, mengetahui, mengetahui banyak, dan 

menguasai. Adapun terkait poin-poin yang ditanyakan adalah sebagai berikut, 

1. Pemahaman terkait fakta, data, dan informasi 

2. Pemahaman terkait kebijakan publik berbasis data 

3. Pemahaman terkait kebijakan publik yang baik dan cara mengukur kebijakan tersebut 

4. Pemahaman terkait metode pengumpulan data 

5. Pemahaman terkait karakteristik data 

6. Pemahaman terkait jenis data 

7. Pemahaman terkait jurnalistik dan prinsip-prinsipnya 

8. Pemahaman terkait menulis berita yang baik 

9. Pemahaman terkait foto jurnalistik yang baik 
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Seperti halnya kelas belajar 1, pada kelas belajar 2 ini jumlah peserta yang hadir di hari pertama dan kedua 

terdapat perbedaan. Sehingga jumlah pengisi kuisioner untuk pretes dan posttest memiliki jumlah yang 

berbeda juga. Berikut ini merupakan grafik hasil pretest dan posttest kelas belajar pemerintah kampung, 

 
 

 

Dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan didapatkan data bahwasanya sebelum pelatihan terdapat 

45 jawaban tidak mengaetahui, 126 jawaban sedikit mengetahui, 197 jawaban mengetahui, 67 jawaban 

mengetahui banyak dan 6 jawaban menguasai dari seluruh poin yang ditanyakan. Sementara setelah 

pelatihan hanya terdapat 1 jawaban tidak mengetahui, 11 jawaban sedikit mengetahui, 154 jawaban 

mengetahui, 207 jawaban mengetahui banyak, dan 14 jawaban menguasai. Data ini menunjukkan peserta 

memahami materi yang disampaikan selama kelas belajar 2. 
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3.4 PROSES PENDAMPINGAN DAN CAPAIAN 
Untuk menjamin proses pembelajaran setelah pelatihan, Tim YSID Berau memfasilitasi pendampingan 

dengan metode remote (daring) maupun kunjungan lapangan untuk memastikan proses belajar dalam 

kelas mulai diimplementasikan. Pada tahap ini, juga dimungkinkan proses saling belajar dan bekerja sama 

antar peserta. 

Merujuk pada rumusan strategis yang telah dirancang, penerapan Sistem Informasi Kampung (SIK) 

merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan reformasi birokrasi. Langkah ini merupakan 

pintu masuk untuk melakukan perubahan sistemik mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga 

monitoring dan evaluasi pembangunan kampung. Langkah ini juga dimaksudkan untuk optimalisasi 

pelayanan publik, sentralisasi database kampung, serta memberi input dalam pengambilan kebijakan. 

Agar perbuahan sistemik yang menjadi tujuan dari penerapan sistem informasi kampung dapat tercapai, 

penerapan sistem ini tidak boleh hanya dimaknai hanya sebagai penerapan teknologi belaka atau sekadar 

penginstalan software. Terdapat prasyarat yang perlu dipenuhi agar sistem ini dapat secara nyata 

dijadikan pintu masuk perubahan. Prasyarat tersebut berkaitan dengan legalitas, kesiapan infrastruktur 

hingga kesiapan SDM dari kampung. 

Berdasarkan hal tersebut, pendampingan untuk pemerintah kampung ini berfokus pada bagaimana 

Sistem Informasi Kampung dapat diterapkan dan berjalan. Pada kelas belajar 1 telah dipotret potensi, 

peluang, tantangan dan hambatan penerapan Sistem Informasi Kampung berdasarkan konteks lokal di 

masing-masing kampung. Hal ini menjadi dasar untuk membangun perspektif awal tentang bagaimana 

skema penerapan Sistem Informasi Kampung yang efektif. 

Pada kelas belajar 1, peserta sudah diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam penerapan dan 

pengelolaan Sistem Informasi Kampung, baik kebutuhan perangkat keras (komputer, jaringan, dll), 

perangkat lunak dan organoware (SDM atau kelembagaan pengelola sistem). Kemudian hasil identifikasi 

kebutuhan tersebut dijadikan acuan dalam melakukan pendampingan. Selain itu peserta yang hadir di 

kelas belajar 1 diberi tugas untuk mendiskusikan hasil pelatihan kepada aparatur kampung lain. Hal ini 

dimaksudkan agar langkah strategis penerapan Sistem Informasi Kampung menjadi langkah bersama, 

bukan hanya peserta yang hadir di kelas belajar. Harapannya dengan adanya konsen bersama terkait 

penerapan Sistem Informasi Kampung, terdapat percepatan perubahan seperti yang diharapkan. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendampingan dilakukan secara daring maupun kunjungan ke 

kampung secara langsung. Proses awal yang dilakukan adalah menanyai hasil dari diskusi terkait 

penerapan Sistem Informasi Kampung. Dalam proses ini apabila kampung membutuhkan penjelasan ulang 

terkait Sistem Informasi Kampung, baik dari segi konsep maupun hal teknis, tim YSID akan menjelaskan 

kembali sesuai kebutuhan kampung. Dalam hal ini YSID menyediakan video preview, concept note, dan 

pamflet terkait SIK untuk menunjang penjelasan terkait SIK. Kami juga mengirimkan Surat Penawaran ke 

Pemerintah Kampung sebagai bahan pembahasan untuk penerapan SIK. Selain itu tim YSID juga 

melakukan diskusi langsung secara luring apabila terdapat kampung yang membutuhkan. 

Tahapan selanjutnya adalah mengupayakan adanya komitmen dari kampung-kampung terhadap 

penerapan SIK. Komitmen ini diwujudkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara YSID dengan 
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Pemerintah Kampung. Adanya surat perjanjian ini menjadi pengikat untuk kampung, sehingga ada peran 

aktif kampung dalam skema penerapan SIK. Surat perjanjian tersebut juga dipakai untuk kampung-

kampung yang belum menganggarkan pengadaan sistem informasi kampung dan menunggu anggaran 

perubahan. Hal ini sebagai langkah percepatan sehingga sistem informasi kampung dapat segera terinstal 

tanpa harus menunggu lama.  

Langkah selanjutnya adalah instalasi sistem dan pelatihan teknis kepada calon pengelola sistem informasi 

kampung. Setalah semua langkah tersebut sudah dapat dilaksanakan, langkah yang terakhir adalah 

memastikan SIK dapat dioperasionalkan secara mandiri oleh pemerintah kampung. Pada tahapan ini 

dilakukan monitoring terhadap perkembangan proses operasionalisasi kampung. Berikut ini merupakan 

informasi terkait penggunaan Sistem Informasi Desa dari kampung-kampung peserta Akademi Kampung 

SIGAP angkatan 2. 

No Nama Kampung Status 
SID/SIK 

Mitra Status web  Alamat web 

1 Sumber Agung Aktif YSID Aktif https://sumberagung-berau.desa.id/ 

2 Suaran Aktif YSID Aktif https://suaran-berau.desa.id/ 

3 Merabu Terinstal YSID Aktif https://merabu.desa.id/ 

4 Payung-payung Terinstal YSID Aktif https://payungpayung.desa.id/ 

5 Labanan Makmur Aktif - Aktif https://labananmakmur-berau.desa.id/ 

6 Tembudan Terinstal YSID Aktif https://tembudan-berau.desa.id/ 

7 Sukamurya Terinstal YSID Terinstal https://sukamurya-berau.desa.id/ 

8 Maluang Terinstal YSID Terinstal https://maluang-berau.desa.id/ 

9 Teluk Sumbang Terinstal YSID Terinstal https://teluksumbang.desa.id/ 

10 Teluk Sulaiman Terinstal YSID Terinstal https://teluksulaiman.desa.id/ 

No Nama Kampung Status 
SID/SIK 

Mitra Status web  Alamat web 

11 Sido Bangen Terinstal YSID Terinstal https://sidobangen-berau.desa.id/ 

12 Batu Putih Terinstal YSID Terinstal http://batuputih.desa.id/ 

13 Sukan Tengah Terinstal Berau Tech Terinstal https://sukantengah.sambaliung.id 

14 Gurimbang Terinstal Berau Tech Terinstal https://gurimbang.sambaliung.id/ 

15 Talisayan Belum ada - Terinstal https://talisayan-berau.desa.id/ 

16 Labanan Jaya Belum ada - Terinstal https://labananjaya-berau.desa.id/ 

17 Sei Bebanir Bangun Belum ada - Terinstal https://seibebanirbangun-
berau.desa.id/ 

18 Pegat Bukur Belum ada - Terinstal https://pegatbukur-berau.desa.id/ 

19 Long Duhung Belum ada - Terinstal https://longduhung-berau.desa.id/ 

20 Biatan Ulu Belum ada - Terinstal https://biatanulu-berau.desa.id/ 

21 Campursari Belum ada - Terinstal https://campursari-berau.desa.id/ 

22 Pulau Besing Belum ada - Terinstal https://pulaubesing.desa.id/beranda/ 

23 Tunggal Bumi Belum ada - Terinstal https://tunggalbumi-berau.desa.id/ 

24 Labanan Makarti Belum ada - Terinstal https://labananmakarti-
berau.desa.id/ 

25 Pulau Derawan Belum ada - Terinstal https://pulauderawan-berau.desa.id/ 

26 Kasai Belum ada - Terinstal https://kasai-berau.desa.id/ 

27 Merasa Belum ada - Terinstal https://merasa-berau.desa.id/ 
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28 Manunggal Jaya Belum ada - Terinstal https://manunggaljaya-
berau.desa.id/ 

29 Pegat Batumbuk Belum ada - Terinstal https://pegatbatumbuk-
berau.desa.id/ 

 

Dari seluruh peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2, sebenarnya semuanya mempunyai website. 

Namun website-website tersebut belum terkelola dengan baik. Kebanyakan kampung belum melakukan 

update terkait konten yang ada di website.  

 

Gambar 13 Website Kampung Payung-payung 

Pelatihan pengelolaan media yang sudah diberikan YSID, menemui kendala dalam pengoperasionalannya. 

Tidak adanya staf atau SDM khusus yang mengelola website diasumsikan menjadi penyebabnya. Pada 

kelas belajar 1 hampir semua kampung menganggap bahwa terkait pengelolaan website dapat dilekatkan 

kepada aparatur kampung yang ada. Skema ini gagal dijalankan ditengarai karena ada beberapa faktor 

yang mendasari sebagai berikut, 

1. Belum adanya aturan yang secara tegas memberikan tugas pengelolaan website kepada aparatur 

kampung yang dipilih. 

2. Penambahan beban tugas tanpa adanya tambahan insentif membuat tugas tersebut tidak 

dikerjakan. Hal ini ditambah dengan tidak adanya sanksi apapun ketika tugas tersebut tidak 

dijalankan. 

3. SDM tidak mempunyai kemampuan pengelolaan website atau kemampuan menulis berita, 

sehingga tugas tersebut tidak dijalankan. 

4. Tidak ada arahan dan kontrol dari Kepala Kampung terkait pengelolaan website. 

Untuk Sistem Informasi Kampung, dari 14 kampung yang sudah mempunyai sistem, hanya 3 kampung 

yang sudah mengoperasionalkan sistem tersebut. Penyebab masalah ini kurang lebih sama dengan apa 

yang menyebabkan website kampung tidak terkelola. Namun untuk SIK ini problem utamanya adalah 
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belum ada ketegasan terkait penggunaan sistem dari kepala kampung, sehingga terdapat kebingungan 

setelah adanya instalasi maupun pelatihan terkait sistem. 14 kampung yang sudah menginstal SIK, hampir 

semuanya bermitra dengan pihak ketiga. Hanya Labanan Makmur yang mengembangkan sistemnya 

sendiri. 

3.5 REKOMENDASI 
1. Pelibatan aktif dari kepala kampung dalam implementasi Sistem Informasi Desa/Kampung mutlak 

dibutuhkan, sehingga sistem tidak hanya berhenti di instalasi ataupun pelatihan. 

2. Kampung-kampung yang memiliki website atau SIK berjalan baik umumnya bergantung pada 1-2 

SDM yang ada. Ketergantungan kepada individu ini menyebabkan sistem rawan terhenti 

operasionalitasnya ketika individu tersebut sudah tidak terlibat lagi. Sehingga dibutuhkan skema 

pelembagaan pengelola SIK sehingga operasionalitas sistem terjaga. 

3. Pengkayaan modul Sistem Informasi Kampung. Selama proses Akademi Kampung SIGAP angkatan 

2 ini, pelatihan dan pendampingan SIK difokuskan pada pengelolaan media dan pelayanan. 

Selanjutnya modul WebGIS bisa ditambahkan dalam menu pelatihan dan pendampingan SIK. 

4. Membangun ruang diskursus antar Pemeritnah Kampung agar dapat terjadi kerjasama yang 

meluas. Ujung dari kerjasama ini diharapkan muncul ekosistem pemampu untuk kampung terus 

berkembang. 
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4 PENGUATAN TATA KELOLA BUMK 

Salah satu peningkatan ekonomi nasional adalah dengan menumbuhakan ekonomi kemasyarakatan yang 

bisa dimulai dari desa dengan pembuatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). BUMDes adalah lembaga 

desa yang memiliki dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi yang terdapat pada 

Permendesa No. 5 Tahun 2015 bahwa tujuan utama BUMDesa adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa sedangkan secara sosial BUMDesa akan langsung bersinggungan dengan kehidupan 

masyarakat atau komunitas tertentu sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh 

Permendesa No. 5 tahun 2015 praktik sosial kelembagaan BUMDesa harus menjadi pola yang menyatu 

dengan struktur sosial masyarakat. Pendirian BUMDes penting dilakukan di setiap desa untuk 

memperkuat konsep tradisi berdesa yang menempatkan desa sebagai wadah kolektif dalam kehidupan 

beregara dan bermasyarakat. 

Desa memiliki kesempatan dan kekuatan membangun ekonomi yang berkeadilan, dengan memberikan 

kesempatan terbuka bagi warganya untuk menjalankan aktivitas produktif, juga mengakses lahan dan 

ketersediaan pangan. Peran Bumdes, dalam kajian ini menunjukkan signifikansi besar terhadap optimisme 

Bersama, bahwa desa, dengan kebersaamaan dan segala potensinya, akan mampu menemukan ruang 

dan kesempatan mengelola aset dan relasi ekonomi demi kepentingan bersama. 

Keberadaan BUMDes di samping pendiriannya untuk memenuhi amanat Peraturan Mentri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang 

pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan usaha Milik Desa, dimana peraturan 

tersebut menunjukkankan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk; 1). Meningkatkan perekonomian 

desa;2). Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;3). Meningkatkan usaha 

masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4). Mengembangkan kerjasa usaha antar desa 

dan/atau dengan pihak ketiga; 5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga; 6). Membuka lapangan kerja; 7). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 8). Meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

Bumdes yang produktif terbukti mampu menjadi salah satu tiang penyangga kemandirian ekonomi desa. 

Genetika bumdes terbilang unik: memberikan benefit pada masyarakat di satu sisi, serta menghasilkan 

profit di sisi lain. Perspektif untuk melihat kebermanfaatan Bumdes dapat dilihat dari 3 kacamata, yaitu: 
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Gambar 14 Perspektif Pengelolaan BUMDes 

Pertama, Perspektif ekonomi, sebagai badan usaha Bumdes yang dikelola secara efektif dan efisien dapat 

menghasilkan profit sehingga dapat memberikan penghasilan bagi warga desa serta memberikan 

sumbangsih bagi pendapatan asli desa. Dilihat dari perspektif ekonomi, BUMDes meruakan badan usaha, 

sebuah instuti bisnis, yang karenanya entrereneurship bisa digunakan sebagai basis anaiisis dalam 

memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya. 

Kedua, Perspektif sosial, Bumdes dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui unit-

unit usaha yang mengatasi permasalahan sosial seperti pengolahan sampah, dll. Pelembagaan bumdes 

pada akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa serta menciptakan 

perputaran ekonomi baru melalui aktivitas ekonomi yang dipelopori Bumdes. 

Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMDesa, sedangkan perspektif sosial 

menjadikan benefit sebagai ukuran keberhasilannya. Tampak dua hal yang kontradiktif tetapi penekatan 

yang mempertemukan keduanya adlaah socio entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Keuntungan 

tetap diperlukan untk memastikn keberlanjutan usaha sehingga dapat senantiasa memberikan manfaat 

bagi warga desa maupun pemerintah desa. 

Ketiga, Perspektif politik, Bumdes merupakan wujud perpanjangan tangan dari pemerintah desa guna 

membangun kemandirian desa. Bumdes merupakan langkah menghadirkan layanan negara sampai ke 

level desa dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Kesimpulannya adalah 

Bumdes merupakan perwujudan nyata demokratisasi ekonomi local tingkat desa. Masyarakat desa 

menjadi pemilik langunsunga tas usaha yang dimiliki BUMdesa. 

Meskipun punya peran strategis, namun keberadaan BUMDes/BUMK di kampung-kampung kabupaten 

Berau dirasa belum optimal. Dalam temuan Akademi Kampung SIGAP angakatan pertama masalah yang 

umum ditemui BUMK di Berau adalah terkait perencanaan usaha dan akuntabilitas. Dua hal tersebut 

kemudian menjadi menu utama dalam Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 ini. 

Perencanaan bisnis BUMK penting disusun sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha 

kedepan yang menguntungkan. Perencanaan bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar 
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memungkikan tujuan BUMK dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana bisnis 

menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. 

Selain hal di atas, perencanaan bisnis juga menjadi panduan operasional usaha yang penting bagi BUMK. 

Dengan begitu, BUMK tahu langkah dan cara apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan 

operasionalnya. Apabila perencanaan bisnis ini tidak ada atau “asal-asalan”, gerak BUMK menjadi tidak 

terarah sehingga resiko kegagalan lebih besar. 

Akuntabilitas disebutkan di atas, berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang 

baik akan memberikan informasi keuangan yang valid dan relevan terkait pengambilan keputusan 

organisasi. Informasi ini menjadi aspek penting bagi manajemen untuk dapat membuat keputusan yang 

tepat dari suatu perencanaan yang memadai. Kesalahan dalam mengidentifikasi keberadaan sumber daya 

dan rencana atau target yang hendak dicapai akan mengakibatkan kegagalan dari suatu kegiatan, bahkan 

dapat menyebabkan kebangkrutan. Maka tata kelola keungan BUMK menjadi krusial bagi keberlanjutan 

usaha. 

Selain isu terkait perencanaan 

usaha dan akuntabilitas, hal lain 

yang menjadi isu strategis dalam 

Akademi Kampung SIGAP 

angkatan 2 adalah terkait 

transformasi BUMDes/BUMK 

pasca disahkannya PP. 11 tahun 

2021. Pasca diterbitkannya PP 

11/2021, BUMK sebagai badan 

hukum bisa langsung menjalankan 

usahanya. Selain itu sebagai 

entitas badan hukum, BUMK kini 

sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti PT, CV, Koperasi hingga melakukan pinjaman 

ke perbankan. Terbitnya PP 11/ 2021 juga sekaligus menguatkan perpektif sosial dan bisnis bagi BUMK. 

Dari persepektif politik, makna kewenangan politis pemerintah kampung pun semakin mengecil. 

Karenanya, keberhasilan usaha BUMK akan ditentukan oleh kualitas musyawarah kampung dan kapasitas 

direktur BUMK, baik dari aspek leadership maupun aspek entreprenuership. 

keberadaan Muskam (Musyawarah Kampung) kini memiliki peran vital dalam tumbuh kembang BUMK 

karena pembahasan 23 hal pokok dan strategis pengelolaan BUMK diputuskan melalui Muskam. 23 hal 

pokok tersebut mulai dari pembentukan, pemilihan usaha, penyertaan modal, evaluasi, dan seterusnya. 
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Terbitnya PP.11/2021 telah banyak merubah peta pengelolaan BUMKam. Sehingga perlu adanya 

persiapan dari pengurus BUMK. Persiapan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas 

pengurus BUMK yang meliputi landasan filosofis pengelolaan BUMK serta landasan yuridis pengelolaan 

BUMK mengacu dinamika peraturan yang menyertainya. 

Berdasarkan ulasan di atas, maka penguatan kapasitas teknis tata kelola BUMK Akademi Kampung SIGAP 

angkatan 2 akan difokuskan pada tiga hal pokok beserta turunannya, yakni : 

a. Penyesuaian Tata Kelembagaan 

• Penyesuaian Perkam 

• Penyesuaian AD-ART 

• Struktur organisasi dan tata kelola 

b. Kapasitas Perencanaan Usaha 

• Customer profiling 

• Value creation 

• Product management 

• Calculate risk taking 

c. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan 

• Pendampingan pengelolaan keuangan BUMK dengan aplikasi keuangan 

4.1 RAPID ASSESSMENT 
Rapid Assessment merupakan sebuah metode untuk menilai atau mengkaji secara cepat. Asesmen untuk 

Pengurus BUMK ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar terkait pengurusan sertifikat badan 

hukum BUMK, tata kelola keuangan BUMK, dan tata kelola organisasi BUMK. Hal ini berkaitan dengan 
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perumusan materi dan strategi dalam pelatihan serta pendampingan yang akan dilakukan dalam Akademi 

Kampung SIGAP. Sasaran rapid assessment ini adalah 21 Pengurus BUMK peserta Akademi Kampung 

SIGAP angkatan 2. Asesmen dilakukan dengan menyebar kuisioner daring kepada sasaran. Pertanyaan-

pertanyaan dalam kuisioner berkaitan tentang proses pengurusan sertifikat badan hukum. 

Namun ada indikasi terdapat kesalahan pengisi kuisioner dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. Seperti halnya pertanyaan “Apakah BUMK Sudah Berbadan Hukum?” enam BUMK menjawab 

sudah berbadan hukum. Namun setelah ditelusuri ternyata hanya terdapat dua BUMK yang sudah 

bersertifikat badan hukum. Selain itu pertanyaan terkait dokumen persyaratan pengajuan sertifikat badan 

hukum yaitu AD dan ART yang disesuaikan dengan PP. 11 tahun 2021.  16 Kampung menjawab sudah 

menyusun AD dan ART tersebut, namun ketika ditelusuri hanya 3 kampung yang sudah memiliki AD dan 

ART perubahan sesuai dengan PP. 11 dan Pemendesa no 3 tahun 2021. 

Terkait hal ini kami melakukan pencarian data-data terkait pengurusan sertifikat BUMK yang dilakukan 

oleh BUMK peserta Akademi Kampung SIGAP angkatan 2, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. Dari data 

yang didapatkan, BUMK Labanan Makarti dan BUMK Pegat Bukur sudah memiliki sertifikat badan hukum. 

Selain itu terdapat 17 BUMK yang pengajuan namanya terverifiaksi. Namun 17 kampung tersebut belum 

melakukan pengajuan berkas. Sementara itu ada 2 BUMK yang belum mengajukan nama yaitu Merabu 

dan Batu Putih. 
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Tabel 3 Data Pengajuan Sertifikat Badan Hukum BUMK 
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4.2 KELAS BELAJAR 1 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu temuan kunci terkait BUMK di Kabupaten Berau 

adalah terkait perencanaan usaha BUMK yang belum didasarkan pada analisa usaha yang jelas. Berkaitan 

dengan standarisasi BUMK sesuai dengan PP. 11, perencanaan usaha yang baik menjadi salah satu kunci. 

Hal ini berkaitan dengan dimasukkannya jenis usaha yang dijalankan BUMK dalam dokumen Perkam 

maupun AD/ART. Dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat pengurusan sertifikat badan hukum. Maka 

apabila perencanaan usaha BUMK tidak didasarkan analisa usaha yang jelas, kedepannya terdapat potensi 

masalah adminitrasi yang akan dialami BUMK. Selain itu, status badan hukum dari BUMK akan menjadi 

sia-sia apabila perencanaan bisnis tidak dilakukan dengan baik dan menyebabkan BUMK kesusahan 

meyakinkan pihak lain untuk bekerjasama. 

4.2.1 Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dirumuskanlah materi Kelas Belajar Pemkam sebagai berikut, 

 

Materi Deskripsi 

Filosofi BUM Kampung/BUM Desa 
dan Transformasi Pasca PP. 11 

BUMKam adalah sebuah entitas yang unik, di satu sisi 
harus berjiwa bisnis, di sisi lain harus berwatak sosial. 
Namun diluar kedua hal tersebut, BUMKam merupakan 
perpanjangan tangan Pemerintah Kampung untuk 
menyelesaikan sebagian masalah di kampung, sekaligus 
saluran komunikasi dalam berhubungan dengan 
warganya.  
 
BUMKam harus dipahami dari tiga perspektif, yakni: 1.) 
Perspektif Politik, 2.) Perspektif Ekonomi, dan 3.) 
Perspektif Sosial. 
 
Sesi ini merupakan sesi krusial untuk meletakkan 
pondasi pemahaman filosofis tentang BUMKam, 
sehingga aktualisasi kerja – kerja BUMKam akan 
mencerminkan ketiga perspektif tersebut. 
 

Menemukan Peluang Usaha 
Kampung 

Pemetaan bentang merupakan salah satu hal yang 
krusial didalam membangun jenis usaha BUMDes. 
Melalui pemetaan bentang, warga dapat membagi, 
mengukur, mengelompokan sekaligus mengamati 
bagaimana kondisi fisik dan non fisik yang ada di 
desanya. Dengan demikian yang disebut dengan 
pemetaan bentang adalah konsep partisipatif untuk 
mengamati, menilai dan mengukur apa yang tersedia di 
suatu wilayah dan mengelompokannya dalam bidang 
yang sesuai (alam, sosial, ekonomi dst) 
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Melalui penggalian tersebut, kami mendorong peserta 
latih untuk menemukan 50 ide bisnis yang dapat 
dilakukan di desanya. Seliar mungkin, terlepas dari 
apakah bisnis itu akan layak dijalankan atau tidak. 
 

Perencanaan Usaha BUMkampung dalam menjalankan unit usaha harus bisa 
menganalisa dengan benar dan harus melihat pasar 
seluas-luasnya agar unit usaha bisa berjalan dan 
berkembang dengan baik sehingga modal yang 
dikeluarkan cukup banyak tidak sia-sia. Meningkatkan 
Value produk yang akan dijadikan produk unit usaha 
(Branding) agar usaha yang di jalankan BUMkampung 
mempunyai nilai produk yang lebih dan menarik, produk 
unit usaha bisa juga disisipkan asal-usul  mengenai cerita 
yang ada di kampung tersebut dan mengunci sekmen 
pasar. 
 

Kalkukasi Resiko Dalam bisnis BUMkampung melihat jenis usaha harus 
menghitung rinci pengeluaran kebutuhan, karena 
berkaitan dengan penyertaan modal. Bagi BUMK yang 
masih re-struktur harus membenahi kepengurusan, tata 
kelola kepengurusan ,dan tata kelola keuangan. Dan 
peserta yang mencoba mengerjakan analisa kelayakan 
usahanya akan terlihat laba bersih yang didapat dan bisa 
menganalisa layak atau tidaknya usaha yang akan di 
jalankan. 
Analisa Kelayakan Usaha adalah salah satu alat untuk 
melihat suatu usaha yang akan dijalankan maupun 
usaha yang sudah berjalan, didalam analisa kelayakan 
usaha terebut akan tertera laba rugi dan harga pokok 
pendapatan yang akan terlihat balik modal di tahun 
berapa dan harapannya bisa mempertimbangkan 
sebelum menjalankan unit usahanya.  

4.2.2 Fasilitator 

Nama Profesi Instansi 

Ahmad Musyadad Praktisi Desa dan Peneliti 
Penasihat 

UNU Yogyakarta 
BUMDes Panggung Lestari 

Aditya Mahendra Putra Direktur Eksekutif 
Penasihat 

YSID 
BUMDes Panggung Lestari 

4.2.3 Peserta 

Dalam pelatihan ini kami mengundang perwakilan dari 24 kampung dari Kabupaten Berau. Secara lebih 

spesifik perwakilan yang kami maksud adalah Ketua BUMK, Bendahara BUMK, dan Faskam SIGAP. Adapun 

list dari kampung yang diundang dalam kelas belajar ini adalah sebagai berikut: 



 
      
     

     48 
 

No BUMdes/BUMkampung 

1 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Sumber Agung 

2 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Tembudan 

3 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Batu Putih 

4 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Biatan Ulu 

5 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Teluk Sulaiman 

6 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Biduk-Biduk 

7 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Maluang 

8 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Melati Jaya 

9 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Merasa 

10 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Merabu 

11 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Long Duhung 

12 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Payung-Payung 

13 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Tanjung Batu 

14 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Gurimbang  

15 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Pegat Bukur 

16 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Long Lanuk 

17 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Suaran 

18 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Talisayan 

19 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Tunggal Bumi 

20 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Labanan Makmur 

21 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Labanan Makarti 

22 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Pegat Batumbuk 

23 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Campursari 

24 Pengurus BUMkampung/ BUMkampung Sido Bangen 

 

Dalam pelaksanaan kelas belajar BUMK ini terdapat beberapa peserta yang tidak hadir mengikuti 

pelatihan. Berikut ini merupakan list dari peserta yang tidak hadir di kelas belajar secara penuh: 

No BUMK Keterangan 

1 BUMdes/BUMkampung Merabu Tidak hadir di kelas belajar  

2 BUMdes/BUMkampung Batu Putih Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2 

3 BUMdes/BUMkampung Biatan Ulu Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2 

4 BUMdes/BUMkampung Biduk-Biduk Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2 

5 BUMdes/BUMkampung Payung-Payung Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2 

6 BUMdes/BUMkampung Suaran Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2 

7 BUMdes/BUMkampung Tunggal Bumi Tidak mengikuti kelas belajar di hari ke-2 

8 BUMdes/BUMkampung Labanan Makmur Tidak hadir di kelas belajar  

 

BUMK Merabu tidak menghadiri kelas belajar dikarenakan terdapat kegiatan lain yaitu kunjungan dari 

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau. BUMK Batu Putih yang kondisinya masih vakum, di hari 

pertama diwakili oleh Faskam Batu Puith, namun di hari kedua faskam Batu Putih mengikuti kelas Pemkam 

sehingga tidak ada yang mewakili Kampung Batu Putih di kelas belajar BUMK. BUMK Payung-payung yang 

di hari pertama juga diwakili oleh faskam SIGAP tidak hadir di hari kedua, dikarenakan terdapat kegiatan 
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lain yang harus diikuti faskam SIGAP Payung-payung.  Sementara untuk BUMK Biatan Ulu, Biduk-biduk, 

dan Suaran yang sebelumnya terdapat perwakilan yang hadir di hari pertama, di hari kedua tidak ada 

keterangan terkait ketidakhadiran perwakilan-perwakilan tersebut. BUMK Labanan Makmur yang sedang 

dalam proses pembentukan pengurus baru, tidak ada perwakilan yang menghadiri kelas BUMK tanpa ada 

keterangan.  

 

 

4.2.4 Proses Pelatihan 

Materi 1 Filosofi BUM Kampung/ Transformasi BUM Kampung Pasca PP. 11 

Keberadaan BUMDes di samping pendiriannya untuk memenuhi amanat Peraturan Mentri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang 

pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan usaha Milik Desa, dimana peraturan 

tersebut menunjukkankan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk; 1). Meningkatkan perekonomian 

desa;2). Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;3). Meningkatkan usaha 

masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4). Mengembangkan kerjasa usaha antar desa 

dan/atau dengan pihak ketiga; 5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga; 6). Membuka lapangan kerja; 7). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 8). Meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

Bumdes yang produktif terbukti mampu menjadi salah satu tiang penyangga kemandirian ekonomi desa. 

Genetika bumdes terbilang unik: memberikan benefit pada masyarakat di satu sisi, serta menghasilkan 

profit di sisi lain. Perspektif untuk melihat kebermanfaatan Bumdes dapat dilihat dari 3 kacamata, yaitu 

Perspektif Ekonomi, Perspektif Sosial, dan Perspektif Politik. 

Pertama, Perspektif ekonomi, sebagai badan usaha Bumdes yang dikelola secara efektif dan efisien dapat 

menghasilkan profit sehingga dapat memberikan penghasilan bagi warga desa serta memberikan 

sumbangsih bagi pendapatan asli desa. Dilihat dari perspektif ekonomi, BUMDes meruakan badan usaha, 

sebuah instuti bisnis, yang karenanya entrereneurship bisa digunakan sebagai basis anaiisis dalam 

memahami perilaku BUMDes dalam menjalankan usahanya. 

Kedua, Perspektif sosial, Bumdes dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui unit-

unit usaha yang mengatasi permasalahan sosial seperti pengolahan sampah, dll. Pelembagaan bumdes 

pada akhirnya juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa serta menciptakan 

perputaran ekonomi baru melalui aktivitas ekonomi yang dipelopori Bumdes. 

Perspektif ekonomi menjadikan profit sebagai ukuran keberhasilan BUMDesa, sedangkan perspektif sosial 

menjadikan benefit sebagai ukuran keberhasilannya. Tampak dua hal yang kontradiktif tetapi penekatan 

yang mempertemukan keduanya adlaah socio entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Keuntungan 

tetap diperlukan untk memastikn keberlanjutan usaha sehingga dapat senantiasa memberikan manfaat 

bagi warga desa maupun pemerintah desa. 
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Ketiga, Perspektif politik, Bumdes merupakan wujud perpanjangan tangan dari pemerintah desa guna 

membangun kemandirian desa. Bumdes merupakan langkah menghadirkan layanan negara sampai ke 

level desa dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Kesimpulannya adalah 

Bumdes merupakan perwujudan nyata demokratisasi ekonomi local tingkat desa. Masyarakat desa 

menjadi pemilik langunsunga tas usaha yang dimiliki BUMdesa. 

Materi 2 Menemukan Peluang Usaha 

Pada materi kedua ini membahas terkait menemukan peluang usaha yang akan dijalankan BUM Kampung. 

Materi tentang  menemukan peluang usaha sangatlah perlu untuk BUM Kampung yang baru saja berdiri 

atau BUM Kampung yang akan menambah unit usahanya. Dalam materi ini memaparkan dalam 

menemukan peluang usaha, coba bapak/ibu semua menuliskan sebanyak-banyaknya apa saja yang 

sekiranya bisa di buat usaha, setelah semuanya dituangkan dalam tulisan, list-list rencana usaha tersebut 

dilihat menggunakan empat aspek yaitu Legal, Pasar, Passion, dan Bisnis. 

Dari sekian banyak list yang sudah dituliskan tadi kita lihat satu per satu dengan menggunakan 4 aspek 

diatas. Setelah itu dari sekian banyaknya yang sudah di list, diambil 3 peluang usaha yang mencakup 4 

aspek tersebut. Setelah menyisakan 3 peluang usaha tersebut, ketiga peluang usaha tersebut di lihat 

kembali terkait pasar, passion, dan bisnis serta dibandingkan dengan ke 3 peluang usaha, lalu diambil 2 

peluang usaha. Setelah tersisa 2 peluang usaha, kita lihat dengan menggunakan metode analisis SWOT. 

Dalam metode analisis SWOT ini kita akan melihat terkait Kekuatan peluang usaha  ini seberapa, 

kelemahan peluang usaha ini apa, melihat peluang usaha itu sendiri kira-kira ada atau tidak peluang dalam 

menjalankan usaha tersebut, dan melihat ancaman peluang usaha tersebut apa saja. Setelah menganalisis 

dengan SWOT, peluang usaha dari dua yang tersisa, kita bandingkan lagi terkait usaha yang akan 

dijalankan mulai kesiapan bahanbaku yang mencukupi atau tidak, potensi pasar, kompetitor ketika 

menjalankan usaha tersebut banyak atau tidak, dan melihat potensi teknologi pengolahannya support 

atau tidak. 

Jika dari metode analisis SWOT perkiraan kelemahan, ancaman, sangat kecil dan potensi bahan baku, 

teknologi pengolahannya sudah sesuai dan mencukupi, maka peluang usaha tersebut layak untuk 

dijalankan BUM Kampung. 

Materi 3 Perencanaan Usaha 

Dalam materi perencanaan usaha ini BUM Kampung harus benar-benar matang dalam merencanakan 

usahanya, karena akan berhubungan dengan kerugian bahkan BUM Kampung ditutup karena rugi terus 

menerus. BUM Kampung dalam menjalankan usaha harus benar-benar matang dalam perencanaanya, hal 

yang harus di lihat yaitu terkait pasar. Dalam membuka usaha jika tidak mendapat pasar akan sama saja 

dan usaha akan sia-sia tidak mendapatkan pemasukan. BUM Kampung dalam menjalankan usahanya 

harus merencanakan untuk kedepannya agar lebih berkembang dan maju, salah satu kunci dari 

perencanaan usaha dalam BUM Kampung yaitu tekait tentang value (Branding), bagaimana caranya hasil 

produksi bisa membuat daya tarik pasar. Branding adalah salah satu dari mencari pasar, bisa juga dalam 

pembrandingan mengaitkan filosifi Kampung kearifan kampung. Akan lebih kuat dalam proses 

pemasaran. 
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Materi 4 Kalkulasi Resiko 

Materi setelah menuliskan impian-impian BUM kampung kedepan, fasilitator memaparkan terkait 

menemukan unit usaha, fasilitator memaparkan dengan jelas dan peserta khusyuk  dalam mendngarkan, 

lalu tahap selanjutnya peserta harus mengerjakan analisa kelayakan usaha BUM kampung yang sudah 

berjalan maupun perencanaan usaha yang akan dijalankan BUM kampung, karena analisa kelayakan 

usaha cukup penting dalam melihat visibel atau tidaknya unit usaha tersebut. Lalu peserta mengerjakan 

dengan sungguh-sungguh dan fasilitator ikut mendampingi. Setelah peserta selesai mengerjakan, 

fasilitator bertanya kepada peserta bagaimana analisa kelayakan usaha bapak/ibu semua. 

Hal yang paling utama terkait analisa kelayakan usaha yaitu memahami isi, maksud, dan tujuannya. 

Peserta dari kampung tembudan bertanya “untuk investasi di KK02 itu nanti kebutuhan yang akan dibeli 

untuk menunjang peningkatan BUM Kampung?”  

Jawab “jadi di KK02 terebut adalah rencana untu investasi di tahun ini, dan untuk memajukan usaha BUM 

Kampung dari yang mendapatkan hasil pas-pasan setelah menambah investasi jadi pendapatan 

meningkat”  

Peserta dari Kampung Merasa dengan kepercayaan dirinya mempresentasikan terkait hasil analisa 

kelayakan usahanya walaupun hasinya minus (-). Namun yang diharapkan kami adalah peserta mampu 

memahami terkait analisa kelayakan usahanya, agar dapat memperhitungan di tahun depan, dan mecari 

strategi agar usaha yang di jalanka BUM kampungnya bisa ebih maju dan berkembang hingga 

menghasilkan PAD dan banyak mitra dari luar kampung yang mengajak bekerja sama. 

  
Gambar 15 Kelas Belajar 1 Tata kelola BUMK 

Pada ujung kelas belajar 1 terkait tata kelola BUM kampung yaitu menghasilkan RTL (Rencana Tindak 

Lanjut) yang harus segera di kejardan di lakukan, yaitu : 

1. Pengurus BUM kampung harus menguasai Tools Rencana Bisnis 

2. Memastikan pengurus BUM kampung sudah proses Drafting terkait dokumen persyaratan 

legalitas (AD/ART,Proker,BA) sesuai format yang sudah di upload di drive. 
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4.2.5 Pre-test dan Post-Test 

Pre-test dan Post-test yang dilakukan dalam kelas belajar BUMK dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 

daring kepada para peserta. Pre-tes dan post-test ini mencoba merekam pemahaman peserta tentang 

berbagai macam poin sebagai berikut, 

1. Bagaimana pemahaman ada tentang filosofi pengelolaan BUMK? 

2. Bagaimana pemahaman anda tentang cara membaca potensi di kampung, kemudian 

menghubungkannya dalam peluang pasar? 

3. Bagaimana pemahaman anda dalam menghitung kebutuhan investasi usaha yang akan  

dijalankan/ untuk mengembangkan usaha BUMK? 

4. Bagaimana kemampuan anda untuk menghitung perkiraan laba/rugi atas usaha yang 

dilakukan BUMK? 

5. Bagaimana pemahaman anda tentang mekanisme penyusunan rencana kerja BUMK? 

6. Bagaimana pemahaman anda tentang pengaturan tata kelembagaan BUMK paska 

diterbitkannya PP.11 Tahun 2021 ? 

7. Bagaimana pemahaman anda tentang mekanisme penyusunan Perdes, AD dan ART BUMK? 

8. Bagaimana pemahaman anda tentang pembagian tanggung jawab beserta hak Pembina, 

Penasehat, dan Pelaksana Operasional BUMK ? 

9. Bagaimana pemahaman anda tentang mekanisme perekrutan Direktur, Sekretaris, dan 

Bendahara BUMK? 

10. Bagaimana pemahaman anda tentang tata cara pendaftaran sertifikasi BUMK? 

11. Bagaimana pemahaman anda tentang penyusunan dokumen - dokumen syarat administratif 

dalam pendaftaran sertifikasi BUMK? 

12. Bilamana ada kesulitan dalam penyusunan syarat administratif pendaftaran badan hukum 

(sertifikasi) BUMK, dokumen apakah itu? 

13. Bagaimana pemahaman anda tentang pengelolaan keuangan di BUMK saat ini? Mulai dari 

penganggaran, pencatatan, hingga pelaporan. 

Dalam pengisian ini terdapat perbedaan jumlah antara yang mengisi pretest dan posttest, hal ini berkaitan 

dengan kehadiran peserta yang berbeda antara hari pertama dan kedua. Terdapat 27 peserta yang 

mengisi pretest dan 25 peserta yang mengisi posttest. Berikut ini merupakan grafik hasil pretest dan 

posttest kelas belajar pemerintah kampung, 
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Dari hasil pre-test dan post-test yang dilakukan, terlihat perubahan pemahaman yang cukup signifikan 

dari setiap poin yang ditanyakan. Untuk pertanyaan nomor 12 terkait hambatan yang dialami BUMK untuk 

pengurusan sertifikasi badan hukum, terdapat 6 BUMK yang tidak mengalami kesulitan. Sementara 

mayoritas BUMK kesulitan dalam penyusunan AD/ART dan Program Kerja. 

4.3 KELAS BELAJAR 2 
Di kelas Belajar 1 Tata Kelola BUMK lebih difokuskan untuk membahas terkait perencanaan usaha dan 

transformasi BUMK sesuai dengan PP. 11 tahun 2021. Untuk kelas belajar 2 tata kelola BUMK ini lebih 

fokus mengulas terkait tata kelola keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaa keuangan adalah 

isu kunci dalam profesionalisme pengelolaan keuangan BUMK. Standarisasi tata kelola keuangan coba 

dilakukan dengan pendekatan aplikasi keuangan BUMK yang berbasis excel. Aplikasi keuangan ini sudah 

disesuaikan dengan format Permendesa no. 3 tahun 2021. Harapannya dengan adanya aplikasi ini, 

memudahkan BUMK dalam menjalankan tata kelola keuangan. 
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Pelaksanaan kelas belajar 2 tata kelola BUMK ini dilakukan seperti kelas tata kelola Pemerintah Kampung 

yaitu dibagi menjadi 2 klaster kelas, kelas tanjung redeb dan kelas pesisir selatan. Berikut ini merupakan 

waktu dan tempat pelaksanaan kedua klaster kelas tersebut, 

Kelas Tanjung Redeb 

Hari, Tanggal   : Kamis-Jum’at, 2-3 Juni 2022   

Tempat   : Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb 

Kelas Pesisir Selatan 

Hari, Tanggal   : Senin-Selasa, 6-7 Juni 2022   

Tempat   : Ruang Kelas SDN 001 Talisayan 

4.3.1 Lingkup Pembahasan 

No Materi Sub-Materi Output 

1 Pengantar 
Pengelolaan 
Keuangan BUMK 

Pengertian Akuntansi 1. Peserta dapat memahami pentingnya 
laporan keuangan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada pemilik modal 
(Kampung) 
2. Peserta Memahami dasar-dasar Akuntansi 
sebagai alat untuk melakukan pencatatan 
dan pelaporan sesuai dengan standar 
Akuntansi Umum yang Berlaku 

Pentingnya Keuangan bagi BUMK 

Logika dan Persamaan Akuntansi 

Alur Keuangan BUMK 

Tugas dan Fungsi Manajer/staff 
Keuangan 

2 Pengenalan 
Aplikasi 
Pencatatan dan 
Pelaporan BUMK 
Berbasis Excel 

Pengantar Aplikasi Keuangan Peserta dapat Memahami Cara Kerja Aplikasi 
Keuangan BUMK Berbasis Excel untuk 
digunakan sebagai alat pencatatan dan 
pelaporan keuangan 

Format Laporan Keuangan BUMK 
Sesuai dengan Permendes No 3 
Tahun 2021 

Pengenalan Akun-akun serta Kode 
Akun yang ada dalam Aplikasi 
Keuangan BUMK 

Identifikasi Bisnis BUMK sesuai 
dengan Jenis Laporan Keuangan 

Set Up Database di Masing-masing 
BUMK 

3 Pencatatan 
Transaksi dan 

Pelaporan 
Keuangan 

Mengidentifikasi Transaksi 
Keuangan yang Terjadi dalam Satu 
Minggu Terakhir 

Peserta dapat melakukan pencatatan 
transaksi keuangan ke dalam Aplikasi 
Keuangan BUMK dengan benar 

Melakukan Pencatatan ke dalam 
Aplikasi Keuangan BUMK 

Memastikan Transaksi Keuangan 
Masuk Ke dalam Masing-masing 
Laporan Keuangan yang Sesuai 



 
      
     

     55 
 

4 Evaluasi Kinerja 
Keuangan 

Cara Membaca Laporan Keuangan 1. Peserta mampu melihat kinerja BUMK 
berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah 
ada 
2. Peserta mampu menyimpulkan Kondisi-
kondisi BUMK berdasarkan analisa yang 
dilakukan terhadap laporan keuangan 
3. Peserta mampu membuat analisa 
keuangan 
4. Peserta dapat merekomendasikan 
kebijakan-kebijakan yang berdasar pada 
kondisi Keuangan BUMK 

Membuat Rasio Keuangan yang 
Dibutuhkan 

Mengambil Kesimpulan Kinerja 
BUMK dari Laporan Keuangan 

Pengambilan Kebijakan 

4.3.2 Fasilitator 

Fasilitator Kelas Tata Kelola BUMK 

Ahmad Arief Rohman Direktur BUMDes Panggung Lestari Panggungharjo 

Donie Umbara Pengembang Sistem Aplikasi Keuangan BUMDes 

4.3.3 Peserta 

Kelas Tanjung Redeb 

1 Pegat Bukur  5 Tanjung Batu 9 Sido bangen 13 Long duhung 

2 Maluang 6 Pegat batumbuk 10 Merabu 14 Gurimbang 

3 Melati Jaya 7 Long Lanuk 11 Labanan makmur 15 Suaran 

4 Payung-Payung 8 Merasa 12 Labanan makarti   

Kelas Pesisir Selatan 

1 Biatan Ulu 4 Campur Sari 7 Biduk-Biduk   

2 Talisayan 5 Sumber Agung 8 Teluk Sulaiman   

3 Tunggal Bumi 6 Tembudan 9 Batu Putih    

 

Terkait peserta yang mengikuti Kelas Belajar 2 ini, untuk kelas tanjung redeb, di hari pertama kelas diikuti 

oleh 34 peserta. Sementara di hari kedua kelas diikuti oleh 43 peserta. Dari seluruh peserta yang diundang 

di kelas tanjung redeb, sebanyak dua kampung tidak mengahadiri undangan. Dua kampung tersebut 

adalah Long Lanuk dan Long Duhung. 

Sementara untuk kelas pesisir selatan, hari pertama diikuti oleh 20 peserta. Sementara di hari kedua kelas 

diikuti oleh 23 peserta. Untuk keikutsertaan dari kampung, hanya Kampung Tunggal Bumi yang tidak 

menghadiri undangan. 

4.3.4 Proses Pelatihan 

Dalam kelas belajar untuk tata kelola BUMK ini, sistematika pelatihan diawali dengan materi teori 

pengantar pengelolaan keuangan BUMK. Kemudian materi dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi 

keuangan yang digunakan. Dan praktik langsung penggunaan aplikasi tersebut. 
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Gambar 16 Peran Laporan Keuangan BUMK 

Pengantar Pengelolaan Keuangan BUMK 

Materi diawali dengan memberikan pemaparan terkait pengertian akuntansi BUMK. Akuntansi BUMK 

sendiri adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi kondisi keuangan BUMK kepada 

pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan BUMK sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dari pengurus BUMK. Akuntansi BUMK ini juga digunakan untuk menunjukkan 

akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMK. Selain itu akuntansi BUMK juga digunakan untuk dasar 

pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis kedepan agar perencanaan tersebut dapat didasarkan 

pada data kondisi keuangan BUMK. Akuntansi BUMK yang merupakan alat yang memberikan informasi 

kondisi keuangan BUMK tersebut terwujud dalam sebuah laporan keuangan. 

Peran laporan keuangan BUMK sendiri di ranah akuntabilitas adalah untuk Mempertanggungjelaskan 

kepada pemilik modal sebagai dasar tanggungjawab atas modal yang sudah diserahkan kepada BUMK. Di 

ranah manajemen laporan keuangan 

memudahkan fungsi perencanaan, prngelolaan, 

dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemilik modal. Di ranah 

transparansi, memberikan informasi yang 

terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada para 

pemilik modal dan pihak yang berkepentingan. 

Dan dalam hal evaluasi kinerja, laporan 

keuangan berguna untuk mengevaluasi kinerja 

BUMK, terutama dalam menggunakan sumber 

daya ekonomi. 

Materi pengantar ini juga menjelaskan terkait 

logika dan persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntasi dikenal istilah balance atau seimbang ketika aset 

sama dengan hutang ditambah modal.  

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMK baik berwujud maupun tidak berwujud 

guna mendapatkan manfaat di masa mendatang (untuk menghasilkan pendapatan). Aset BUMK dapat 

berasal dari penyertaan modal,bantuan tidak mengikat (hibah), hasil usaha, pinjaman, dan sumber lain 

yang sah. Aset sendiri terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang masa 

penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah 

Gambar 17 Logika Dasar Akuntansi 
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kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran 

di muka, dan pendapatan. Sementara aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat secara 

ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih 

dari satu tahun. Segala jenis aset yang tidak termasuk ke dalam aset lancar oleh entitas merupakan aset 

tidak lancar. 

Hutang adalah kewajiban yang dimiliki oleh BUMK atas perjanjian yang dilakukan di masa lalu dan 

kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam bentuk penyerahan jasa dan/atau asset sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait. Hutang sendiri terdiri dari hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang. Modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah kampung yang diserahkan 

kepada BUMK untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan BUMK dalam menjalankan usahanya. 

Modal BUMK terdiri dari penyertaan modal oleh pemerintah kampung, utang direksi maupun kontribusi 

masyarakat kampung, dan saldo sisa hasil usaha kumulatif. Komponen dari modal adalah pendapatan dan 

biaya. 

 

Gambar 18 Alur Tata Kelola Keuangan BUMK 

Gambar di atas merupakan alur tata kelola keuangan yang dijalankan pengurus BUMK. Dengan 

menggunakan aplikasi keuangan, pekerjaan terkait tata kelola keuangan hanya akan sampai pada 

pencatatan transaksi. Selanjutnya terkait neraca saldo hingga laporan keuangan akan otomatis diperoleh. 

Dalam identifikasi transaksi, pengurus BUMK mengidentifikasi transaksi apa saja yang dilakukan oleh 

BUMK. Selanjutnya jika transaksi sudah terindentifikasi, dilakukan analisis terhadap transaksi tersebut. 

Analisis ini berkaitan aset up akun transaksi. 
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Gambar 19 Aplikasi Keuangan BUMK 

Teori dan Praktik Aplikasi Keuangan BUMK 

Pada materi ini peserta terlebih dahulu 

diberikan pengantar terkait cara pengisian 

aplikasi keuangan BUMK.  Dalam menggunakan 

aplikasi ini secara berurutan pengguna 

mengisikan database yang berisikan data hutang 

dan piutang. Dalam pengisian data piutang perlu 

dimasukkan juga tipe atau jenis piutang. 

Kemudian pengisian dilanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo 

merupakan salah satu bagian penting dalam tahap siklus 

akuntansi. Istilah ini digunakan untuk menyebut trial balance , 

yaitu suatu daftar yang menyediakan informasi keseluruhan data 

dari buku besar perusahaan, misalnya neraca saldo nomor akun, 

nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Saldo pada 

neraca harus seimbang, jika tidak hal tersebut menandakan 

adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Dalam tahap 

ini neraca saldo yang diisikan berkaitan dengan modal awal. 

Neraca saldo ini disiapkan untuk menentukan apakah terdapat 

kesalahan dalam debit atau kredit yang diposting ke dalam buku Gambar 21 Neraca Saldo di Aplikasi Keuangan 
BUMK 

Gambar 20 Database Aplikasi Keuangan BUMK 
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besar. Neraca saldo ini akan memudahkan untuk menemukan kesalahan pencatatan dan membantu 

dalam mengaudit laporan keuangan. 

Setelah Neraca Saldo terisi, pengisian dilanjutkan ke transaksi. Dalam akuntansi, transaksi dimaknai 

sebagai sebagai aktivitas bisnis apa pun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan 

keuangan bisnis Anda. Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengurus BUMK harus dicatat 

sehingga laporan posisi keuangan yang tersusun bersifat valid. Dalam pencatatan transaksi ini perlu 

diperhatikan terkait penggunaan akun dalam debet dan kredit. Kesalahan dalam mengisi hal tersebut 

berdampak pada data keuangan yang tidak balance. 

 

Gambar 22 Catatan Transaksi dalam Aplikasi Keuangan BUMK 

Pada Gambar 19 Aplikasi Keuangan BUMK dapat dilihat setelah menu transaksi terdapat menu-menu 

lainnya seperti Piutang, Hutang, Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal. Menu-menu 

tersebut akan otomatis ter-generate ketika pengguna aplikasi sudah sampai ditahap pengisian transaksi. 

Berikut ini merupakan gambar dari setiap menu tersebut. 
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Gambar 23 Menu-menu dalam Aplikasi Keuangan BUMK 

Dalam pelatihan ini setelah pemaparan terkait teknis pengisian aplikasi disampaikan, peserta terlebih 

dahulu diminta untuk berkelompok sesuai dengan kampungnya masing-masing. Kemudian setiap 

kelompok diminta mengidentifikasi transaksinya masing-masing selama satu minggu. Setelah itu 

dilakukan analisis terhadap setiap transaksi yang sudah terindentifikasi. Analisis yang dilakukan dalam hal 

ini adalah menyesuaikan jenis transaksi ke akun yang sudah disiapkan di aplikasi. Setelah semua transaksi 

sudah diketahui jenis akunnya, proses dilanjutkan dengan mulai menginput data di aplikasi, sesuai dengan 

yang dijelaskan dari database hingga pencatatan transaksi. Setelah semua peserta menginputkan 

transaksinya, fasilitator mereview pekerjaan peserta. Dalam hal ini kesalahan yang umum terjadi adalah 

ketika menganalisis jenis transaksi dan memasukka debet-kredit dalam transaksi.  
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4.3.5 Pre-test dan Post-Test 

Pretest dan Posttest dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner daring kepada para 

peserta. Poin-poin yang ditanyakan dalam pretest 

maupun posttest terkait soal laporan apa saja 

yang selama ini sudah pernah dibuat, pemahaman 

terkait tujuan pengelolaan keuangan, 

pemahaman terkait alur pencatatan dan 

pelaporan keuangan BUMK, pemahaman terkait 

prinsip persamaan akuntansi, dan pemahaman 

terkait aplikasi keuangan BUMK. 

Pada pertanyaan pretest terkait pemahaman 

terhadap tujuan pengelolaan keuangan hanya 

tiga orang yang menjawab tidak paham. Ketika 

pertanyaan yang sama ditanyakan pada posttest hanya ada satu peserta yang mengisi tidak paham dan 

satu peserta mengisi sangat paham. Pada pertanyaan pretest terkait pemahaman terhadap alur 

pencatatan dan pelaporan keuangan BUMK, delapan peserta menjawab tidak paham. Sementara untuk 

pertanyaan yang sama dalam posttest, hanya lima peserta yang menjawab tidak paham, dan terdapat 

satu peserta menjawab sangat paham. Namun ketika ditanyakan terkait alur pencatatan dan pelaporan 

yang pertama dilakukan, 18 peserta menjawabnya dengan tidak tepat. 

Pertnyaan berikut terkait pemahaman terhadap prinsip persamaan akuntansi, pada pretest tujuh peserta 

menjawab tidak paham. Sementara pada posttest hanya satu peserta yang mengisi tidak paham. Namun 

ketika terdapat pertanyaa terkait persamaan akuntansi tersebut, empat peserta menjawab dengan tidak 

tepat. Pertanyaan terakhir terkait pemahaman terhadap aplikasi keuangan, terdapat lima peserta yang 

menjawab tidak paham. 

4.4 PROSES PENDAMPINGAN DAN CAPAIAN 
Dalam pendampingan terhadap BUMK ini, proses pendampingan dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap 

pertama dilakukan pasca kelas belajar 1. Pada tahap ini pendampingan lebih difokuskan pada mendorong 

BUMK menyelesaikan pengajuan sertifikat badan hukum. Berikut ini merupakan data pengajuan badan 

hukum BUMK. 

Tabel 4 Proses Pengajuan Sertifikat Badan Hukum BUMK 

No Nama Kampung Status Pengajuan Badan Hukum Proses Berkas Pengajuan 

1 Pegat Bukur  Sudah bersertifikat badan hukum - 

2 Labanan makarti Sudah bersertifikat badan hukum - 

3 Pegat batumbuk Sudah bersertifikat badan hukum - 

4 Tembudan Sudah bersertifikat badan hukum - 

5 Tanjung Batu Nama Terverifikasi Revisi AD dan ART 

6 Melati Jaya Nama Terverifikasi Revisi seluruh dokumen 

7 Long Lanuk Nama Terverifikasi Belum mengajukan berkas 

Gambar 24 Kelas Tata Kelola BUMK 
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8 Merasa Nama Terverifikasi Revisi seluruh dokumen 

9 Sido bangen Nama Terverifikasi Belum mengajukan berkas 

10 Merabu Belum mengajukan nama - 

11 Teluk Sulaiman Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

12 Maluang Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

13 Long duhung Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

14 Gurimbang Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

15 Suaran Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

16 Biatan Ulu Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

17 Talisayan Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

18 Tunggal Bumi Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

19 Campur Sari Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

20 Sumber Agung Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

21 Biduk-biduk Nama terverifikasi Belum mengajukan berkas 

22 Payung-Payung Pengurus BUMK baru dibentuk lagi pada bulan juli 

23 Labanan Makmur BUMK vakum 

24 Batu Putih  BUMK vakum 

Kendala umum pada tahap pendampingan ini adalah kurang responsifnya pengurus BUMK ketika 

dilakukan pendampingan. Dalam hal ini kami menempatkan diri sebagai fasilitator, artinya kami 

menghindari pengerjaan berkas-berkas dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat badan 

hukum. Maka dalam hal ini respon aktif dari pengurus BUMK dibutuhkan. Proses ini dilakukan untuk 

menjaga keterlibatan aktif pengurus BUMK dalam menyusun dokumen-dokumen yang nantinya akan 

menjadi pedoman gerak langkah BUMK. Dalam tahap pendampingan ini selain dilakukan follow up melalui 

telepon, juga dilakukan follow up dengan mendatangi BUMK secara langsung. 

  
Gambar 25 Pendampingan BUMK Merabu dan BUMK Melati Jaya 

Tahapan pendampingan selanjutnya dilakukan setelah kelas belajar 2. Pada tahap pendampingan ini fokus 

utamanya adalah terkait tata kelola keuangan BUMK. Materi terkait tata kelola keuangan yang sudah 

disampaikan di kelas coba di-follow up lagi. Para pengurus BUMK di dorong untuk menggunakan aplikasi 

keuangan tersebut, cukup dengan melanjutkan pengisian transaksi yang sudah diisikan pada kelas belajar. 

Untuk pengurus BUMK yang melakukan hal tersebut, dilakukan kelas lanjutan untuk pematangan 

penggunaan aplikasi keuangan tersebut. Berikut ini merupakan daftar BUMK yang menggunakan aplikasi 

keuangan setelah kelas belajar 2. 
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Tabel 5 Daftar BUMK Pengguna Aplikasi Keuangan BUMK YSID 

NO BUMK NO BUMK 

1 BUMK Tembudan 6 BUMK Labanan Jaya 

2 BUMK Tunggal Bumi 7 BUMK Melati Jaya 

3 BUMK Teluk Sulaiman 8 BUMK Talisayan 

4 BUMK Suaran 9 BUMK Campursari 

5 BUMK Biatan Ulu 10 BUMK Pegat Bukur 

 

Pada kelas lanjutan yang diselenggarakan, kampung-kampung yang sudah mengisikan transaksi 

lanjutannya, mengirimkan hasil pekerjaannya kepada fasilitator. Kemudian fasilitator mereview hasil 

pekerjaan tersebut. Dari hasil review yang dilakukan BUMK Campursari sudah mengisikannya dengan 

benar, BUMK Tembudan hanya salah pengisian di satu akun transaksi. BUMK lain masih banyak kesalahan 

terutama dalam mengisikan akun transaksi. 

  
Gambar 26 Kelas Lanjutan Penggunaan Aplikasi Keuangan 

4.5 REKOMENDASI 
1. Pelatihan terkait tata kelola keuangan di Kelas Belajar 2 hanya sebatas pengenalan sistem 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Permendesa no. 3 tahun 2021 kepada 

Pengurus BUMK. Selanjutnya perlu dilakukan pelatihan intensif terkait akuntansi BUMK, yang 

menyasar pada kemampuan analitikal keuangan yang baik, identifikasi masalah yang muncul, 

menganalisis kondisi berdasarkan laporan keuangan serta kemampuan perumusan kebijakan 

berbasis analisis keuangan. 

2. Pengutan kapasitas branding dan exposure BUMK. Hal ini berguna memperkuat kerjasama atar 

pihak serta memberikan peluang insentif lain bagi BUMK. 

3. Membangun skema kerja sama antar BUMK untuk membangun ekosistem pemampu bagi 

kampung untuk terus tumbuh. 
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5 PENGUATAN EKOSISTEM SALING BELAJAR ANTAR-KAMPUNG DI BERAU 

Kebutuhan akselerasi kapasitas kampung dalam mengelola kewenangan untuk membangun kemandirian 

kampung sejauh ini lebih dominan melalui pendekatan pendampingan baik melalui pelatihan atau 

asistensi. Program ini ingin melengkapi dengan pendekatan ekosistem, yang mengupayakan struktur 

peluang dan insentif bagi terbanginnya kolaborasi antarkampung.  

Ekosistem kolaborasi diharapkan mampu menyediakan pemampu bagi setiap kampung untuk melihat, 

menemukan, memformulasi berbagai peluang kerjasama taktis dan strategis untuk membangun 

kemandirian. Sektor kemandirian bisa menyasar area tata kelola pemerintahan maupun ekonomi 

kampung. Ekosistem kolaborasi digunakan sebagai upaya mendesak agar kampung tidak mengalienasi 

diri, namun menempatkan dirinya sebagai kekuatan kolektif-kolaboratif untuk mengakselerasi 

pembangunan kampung.  

5.1 SURYA BANUA SEKOLAH BUMK LABANAN MAKARTI 
Pada Akademi Kampung SIGAP angakatan 1, hal pertama yang dapat dipotret di Labanan Makarti adalah 

sinergi antara pemerintah kampung dan pengurus BUMK yang sangat tinggi. Perencanaan bisnis yang 

dilakukan BUMK didukung penuh oleh pemerintah kampung, melalui seperangkat kebijakan serta 

pendaya gunaan aset untuk menunjang tumbuh kembang BUMK. 

Selain itu pengurus BUMK Labanan Makarti memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis 

yang dilakukan. Mereka memiliki data yang cukup 

akurat, serta analisa bisnis yang kuat. Ekstensifikasi 

dipilih untuk membesarkan BUMK, alih – alih 

membuka unit usaha baru. Ceruk pasar yang masih 

lebar serta peluang memperbesar kapasitas 

produksi menjadi pertimbangan utama. Fokus 

terhadap unit usaha yang dilakukan, itulah value 

yang dimiliki pengurus BUMK, yang tidak banyak 

ditemui di tempat lain. 

Kapasitas anggaran kampung Labanan Makarti yang 

mepet dan tidak sustain disadari betul oleh 

pemerintah kampung. Hal ini menjadi fokus 

pemerintah kampung, bagaimana dengan anggaran 

yang dimiliki, dapat menyelesaikan masalah sosial 

yang ada, sekaligus memperbesar multiplier effect 

yang besar atas anggaran yang dialokasikan.  

Labanan Makarti merupakan salah satu local 

champion yang punya prestasi terutama dalam hal 

pengelolaan BUMK. Prestasi-prestasi ini diharapkan Gambar 27 Flyer Surya Banua Sekolah BUMK 
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dapat ditularkan dan direplikasi ke kampung-kampung lain. Skema membentuk sekolah BUMK disepakati 

dalam usaha membentuk ekosistem saling belajar dalam rangka akselerasi kemandirian kampung-

kampung di Berau. Atas dasar itulah Surya Banua Sekolah BUMK di bentuk. Sekolah BUMK ini diharapkan 

menjadi media pembelajaran yang adaptif dan replikatif bagi kampung-kampung di Berau. 

Untuk menyiapkan sekolah BUMK ini serangkaian kegiatan penyiapan telah kami lakukan. Dari 

penyelenggaran focus group discussion (FGD) baik secara daring maupun luring. FGD ini dilakukan untuk 

merumuskan deck pembelajaran yang akan menjadi konten materi Sekolah BUMK. Selain itu juga 

dilakukan Training of Trainer (ToT) bagi calon fasilitator sekolah BUMK. Setelah rangkaian kegiatan itu 

Gambar 28 Daftar Materi Surya Banua Sekolah BUMK 
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terselesaikan, Surya Banua Sekolah BUMK sudah siap menerima peserta baik dari kampung-kampung di 

Berau maupun wilayah lain di Indonesia.  
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5.2 SEKOLAH DESA LABANAN MAKMUR 
Sekolah Desa merupakan wadah ekosistem kolaborasi yang coba dibentuk dengan model yang berbeda 

dari Surya Banua Sekolah BUMK. Forum diskusi yang dari awal memang direncanakan sebagai salah satu 

upaya menumbuhkan ekosistem saling belajar antar kampung. Diskusi penajaman terkait rencana ini 

memutuskan Labanan Makmur diupayakan sebagai host atau tuan rumah dari forum diskusi tersebut. 

Impian Kepala Kampung Labanan 

Makmur, Mupit Datusahlan, untuk 

membentuk Sekolah Kepemimpinan 

Desa dirasa sejalan dengan apa yang 

coba diwujudkan dalam forum diskusi 

ini. Selain itu dengan adanya kampung 

yang menjadi tuan rumah, harapannya 

forum diskusi tersebut dapat berjalan 

secara berkelanjutan.  

Dalam diskusi dengan Pemerintah 

Kampung Labanan Makmur forum 

diskusi ini disepakati dengan nama 

“Sekolah Desa”. Sekolah Desa sebagai 

proses pengembangan Ekosistem Kolaborasi, dibentuk untuk Produksi Pengetahuan, Kebijakan, dan 

Praktik Berdesa. Secara spesifik tujuan dari Sekolah Desa adalah sebagai berikut, 

1. Mendokumentasikan pengetahuan (termasuk praktik baik) berdesa dalam pengalaman kampung-
kampung di Kabupaten Berau; 

2. Memformulasikan berbagai panduan teknis/operasional dari berbagai pengalaman baik/kisah 
sukses dalam membangun kemandirian kampung di Kabupaten Berau; dan 

3. Mensistematisasi ruang-ruang kolaborasi taktis dan strategis antarkampung untuk 
pengembangan ekonomi dan pemerintahan kampung. 

4. Mensistematisasi state of the art keilmuan berdesa dari pengalaman kampung di Kabupaten 
Berau. 

Dalam pelaksanaannya Sekolah Desa sudah berjalan sebanyak dua kali. Satu kali diskusi daring dan yang 
lain diskusi secara luring. Diskusi-diskusi Sekolah Desa tersebut dapat disimak melalui kanal Youtube 
Kampung Labanan Makmur.  

Diskusi perdana dilakukan secara daring dengan mengundang Kepala Kampung Sumber Agung sebagai 
narasumber. Kampung Sumber Agung merupakan salah satu kampung yang memiliki berbagai prestasi 
dan pengalaman menarik. Tahun 2021 lalu, Kampung Sumber Agung menjuarai lomba desa tingkat 
provinsi. Atas prestasi tersebut di tahun 2022 Kampung Sumber Agung mewakili Provinsi Kalimantan 
Timur untuk mengikuti lomba desa tingkat nasional. Selain prestasi di lomba desa, Sumber Agung juga 
dikenal karena memiliki PAK yang besar. Prestasi-prestasi yang dimiliki Sumber Agung tentunya tidak 
datang dari langit, ada sekian panjang proses yang dilewati Sumber Agung. Proses inilah yang menarik 
untuk dijadikan pelajaran dan penambahan wawasan bagi kampung-kampung lain melalui Sekolah Desa. 

Gambar 29 Diskusi Daring Sekolah Desa 
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Diskusi Sekolah Desa yang kedua diselenggarakan secara luring, menjadi bagian dari rangkaian Festival 
Kampung SIGAP. Pada seri diskusi kedua ini fokus membahas terkait Program SIGAP Sejahtera sebagai  

 

Gambar 30 Moderator dan Narasumber Sekolah Desa 

wujud dari kolaborasi lintas pihak yang mewujudkan pendampingan yang holistik. Perjalanan panjang dari 
program ini memberikan cerita yang menarik untuk diulas, sekaligus pembelajaran untuk dicermati 
bersama demi terwujudnya program yang lebih baik. Narsumber diskusi Sekolah Desa pada seri ini 
menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tenteram Rahayu, Chris Djoka yang 
mewakili Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Any Sundari mewakili Yayasan Sanggar Inovasi Desa. 
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Gambar 31 Diskusi Sekolah Desa Luring 

 

5.3 UPAYA PENGUATAN EKOSISTEM SALING BELAJAR 
Selain Surya Banua Sekolah BUMK dan Sekolah Desa, kami mengupayakan terbentuk simpul kolaborasi 

lainnya di kampung. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu kampung yang mempunyai kemampuan 

serta “bibit juara” adalah Kampung Sumber Agung. Tahun 2021 lalu, Kampung Sumber Agung menjuarai 

lomba desa tingkat provinsi. Atas prestasi tersebut di tahun 2022 Kampung Sumber Agung mewakili 

Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti lomba desa tingkat nasional. Selain prestasi tersebut, Sumber 

Agung dikenal sebagai kampung yang memiliki pendapatan asli kampung (PAK) hingga milyaran rupiah. 

Atas dasar informasi di atas, kami mengadakan diskusi dengan Kepala Kampung dan stakeholder Kampung 

Sumber Agung lainnya. Salah satu temuan menarik bahwasanya Sumber Agung mempunyai pengalaman 

reforma agraria skala kampung. Proses reforma agraria tersebut menjadi kisah panjang yang menarik 

untuk menjadi pelajaran bagi kampung yang lain. Kampung Sumber Agung merupakan kampung yang 

batas wilayahnya sudah definitif. Perjuangan panjang terkait pendefinitifan batas tersebut beriringan 

dengan kisah reforma agraria, lengkap dengan berbagaimacam konflik yang ada. Banyaknya kampung di 

Berau yang masih bermasalah tapal batasnya, bisa belajar dari Kampung Sumber Agung terkait 

penyelesaian tapal batas yang tentunya tidak mengorbankan warganya sendiri. 
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Gambar 32 Hasil Diskusi Penggalian Sejarah Kampung Sumber Agung 

Selain terkait nilai kesejarahan yang menarik dari Kampung Sumber Agung, hal lain yang dapat diambil 

pelajaran adalah visi masa depan yang baik dari kampung ini. Sumber Agung sudah mempunyai 

masterplan pembangunan kampungnya. Edi Santoso, Kepala Kampung Sumber Agung, berharap dengan 

adanya masterplan maka siapa pun kepala kampung yang terpilih mempunyai panduan dalam 

melaksanakan pembangunan kampung. 

Dari hasil diskusi dengan para stakeholder kampung, pengalaman baik Kampung Sumber Agung 

rencananya akan dituliskan dalam buku. Buku tersebut harapannya dapat menjadi materi pembelajaran 

kampung lain terkait apa yang sudah dialami, diselesaikan, dan direncanakan oleh Kampung Sumber 

Agung. 

Upaya penguatan ekosistem saling 

belajar lain yang coba diwujudkan 

selain di Sumber Agung, adalah di 

Kecamatan Maratua. Kecamatan 

Maratua yang memiliki empat 

kampung, masing-masing memiliki 

kekayaan alam yang luar biasa. Empat 

kampung tersebut memiliki 

karakteristik yang kurang lebih sama. 

Masalah yang dihadapi pun kurang 

lebih sama. Selain itu ada kebutuhan 

negosiasi dengan pemilik resort, 

sehingga terjadi relasi kuasa yang seimbang dengan Pemerintah Kampung.  

 

Asumsinya jika empat kampung tersebut bersatu dalam skema kolaborasi, masalah-masalah yang 

dihadapi akan mudah diselesaikan. Selain itu potensi-potensi yang ada akan lebih optimal dimanfaatkan. 

Gambar 33 Kelas Kewenangan Desa Kecamatan Maratua 
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Jika pola kolaborasi tersebut dapat tercipta. Maka proses ini menjadi suatu hal yang dapat direplikasi di 

daerah lain. 

5.4 REKOMENDASI 
Dalam kebutuhan akselerasi kapasitas kampung dalam mengelola kewenangan untuk membangun 

kemandirian kampung masih dominan dilakukan dengan pendekatan pendampingan baik dalam bentuk 

pelatihan dan asistensi. Pendekatan ekosistemik seperti yang dilakukan pada program ini perlu digiatkan. 

Selain sebagai pelengkap, pendekatan ini mengupayakan struktur peluang dan insentif bagi terbanginnya 

kolaborasi antarkampung. Ekosistem kolaborasi diharapkan mampu menyediakan pemampu bagi setiap 

kampung untuk melihat, menemukan, memformulasi berbagai peluang kerjasama taktis dan strategis 

untuk membangun kemandirian. Sektor kemandirian bisa menyasar area tata kelola pemerintahan 

maupun ekonomi kampung. Ekosistem kolaborasi digunakan sebagai upaya mendesak agar kampung 

tidak mengalienasi diri, namun menempatkan dirinya sebagai kekuatan kolektif -kolaboratif untuk  

mengakselerasi pembangunan kampung. 
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6 FESTIVAL KAMPUNG SIGAP 

Dalam tahapan 7D, Festival Kampung SIGAP merupakan kegiatan “Drive”. Kegiatan “mendengungkan 

keberhasilan” kali ini difokuskan untuk lebih mengenalkan Akademi Kampung SIGAP ke masyarakat 

umum. Dengan konsep acara santai dan tidak terlalu formal. Acara inipun disiarkan langsung di kanal 

Youtube Labanan Makmur sebagai bagian dari konten Sekolah Desa. 

 

Gambar 34 Ibu Bupati Berfoto dengan Ibu-ibu PKK Labanan Jaya dalam Festival Kampung SIGAP 

Adapaun rangkaian Akademi Kampung SIGAP adalah sebagai berikut: 

a. Pameran Inovasi Kampung 

Kegiatan ini merupakan pameran yang berisikan stan-stan kampung. Hal-hal yang ditunjukkan oleh 

kampung berupa produk unggulan, inovasi, serta praktik baik yang dimiliki masing-masing kampung. 

Dalam kegiatan ini kami mengundang seluruh kampung dan kecamatan peserta Akademi Kampung 

SIGAP untuk ikut mengisi stan. Namun tidak semuanya dapat memenuhi undangan kami, berikut ini 

kampung dan kecamatan yang mengisi stan di Festival Kampung SIGAP beserta produknya: 

1. Kecamatan Gunung Tabur : Promo wisata (Kampung wisata Pulau Besing, Batu-batu Eco Village, 

Pesona Alam Samburakat), Kerajinan tangan (batik, tas rotan), dan aneka makanan ringan. 

2. Kecamatan Pulau Derawan : Batik tanjung batu, ekowisata mangrove Teluk Semanting, Paket 

Wisata BUMK Langkawit Pulau Derawan, dan aneka makanan ringan. 

3. Kampung Merasa : Coklat Bar 

4. Kampung Sido Bangen : Jamu herbal, Kripik singkong, kripik jamur 

5. Kampung Suaran : Video inovasi kampung, aneka makanan ringan, batik 

6. Kampung Tembudan : batik alam, kaos, kue kering, kerajinan tangan 

7. Kampung Labanan Makarti : Sekolah BUMK, produk UMKM 

8. Kampung Sukan Tengah : Produk olahan kacang 

9. Kampung Pegat Bukur : Kaos batik, aneka cemilan 

10. Kampung Talisayan : Wisata hiu tutul 
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11. Kampung Payung-payung : Tongkol abon, minyak kelapa, aneka camilan 

12. Kampung Labanan Jaya : aneka camilan 

  

  
Gambar 35 Stan Kampung dalam Festival Akademi Kampung SIGAP 

b. Pasar Kuliner 

Pasar kuliner berisikan stan makanan-minuman yang disediakan panitia dan secara gratis dapat 

dinikmati pengunjung. Makanan-minuman yang dihadirkan dalam pasar kuliner ini merupakan 

makanan-minuman dari kampung dan UMKM. Adanya pasar kuliner ini bertujuan untuk menarik lebih 

banyak pengunjung dan mengenalkan produk-produk dari kampung maupun UMKM.  
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Gambar 36 Ibu Bupati Bersama Kepala Dinas PMK mengunjungi Pasar Kuliner dan Mencicipi Hot Coklat Merasa 

Seperti halnya pameran inovasi kampung, pada pasar kuliner ini kami mengirimkan surat penawaran 

ke seluruh kampung peserta Akademi Kampung SIGAP. Namun demikian tidak seluruhnya bersedia 

mengisi pasar kuliner ini. Untuk daftar makanan dan minuman dalam Pasar Kuliner adalah sebagai 

berikut: 

1. Hot Coklat Kampung Merasa 

2. Jager Kampung Pegat Bukur 

3. Es Krim Beras Kencur Kampung Labanan Jaya 

4. Es Krim Kembang Telang Kampung Labanan Jaya 

5. Dawet Cincau Kampung Sido Bangen 

6. Soya Jahe Kampung Sido Bangen 

7. Semprong Buah Naga Kampung Sido Bangen 

8. Dodol Coklat Kampung Merasa 

9. Barongko Kampung Suaran 

10. Puding Lumut Kampung Suaran 

11. Salad Buah Kampung Suaran 

12. Kue Angka 8 Kampung Pegat Bukur 

13. Sarang Semut Kampung Payung-payung 

14. Amplang Kampung Payung-payung 

15. Gereget Kampung Tanjung Batu 

16. Kue Apam UMKM Tanjung Redeb 

17. Kue Putri Mandi UMKM Tanjung Redeb 

c. Laporan Capaian Akademi Kampung SIGAP 

Dalam sesi ini, diwakili oleh Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa, Ryan Sugiarto, YSID sebagai 

pelaksana program Akademi Kampung SIGAP angkatan 2 menyampaikan capaian-capaian yang 

didapati selama periode program berjalan. 
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Gambar 37 Laporan Kegiatan dan Sambutan Bupati dalam Festival Kampung SIGAP 

d. Sambutan Bupati Berau 

Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih, memberikan sambutan langsung dalam kegiatan ini. Bupati 

menyampaikan apresiasi terhadap Akademi Kampung SIGAP. Selain itu Bupati juga menyampaiakan 

bahwa Akademi Kampung SIGAP adalah wujud keseriusan dan konsistensi dari Pemerintah Kabupaten 

Berau dalam melakukan penguatan tata kelola pemerintah kampung dan tata kelola BUMK.  

e. Podcast Sekolah Desa Live 

Dalam Festival Kampung SIGAP ini juga dilaksanakan Podcast Sekolah Desa secara live dengan 

narasumber Tenteram Rahayu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Berau, Chris Djoka mewakili Yayasan Konservasi Alam, dan Any Sundari mewakili Yayasan Sanggar 

Inovasi Desa. Sementara host atau moderator podcast ini adalah Mupit Datusahlan Kepala Kampung 

Labanan Makmur. Dalam Podcast Sekolah Desa Live ini topik bahasannya adalah merangkai kolaborasi 

dalam Program SIGAP Sejahtera. 

f. Performing Art & Doorprize  

Festival Kampung SIGAP ini dimeriahkan dengan penampilan seni dari kampung serta artis lokal Berau, 

dan Doorprize bagi pengunjung yang beruntung. Untuk penampilan seni kampung-kampung yang 

tampil antara lain Pegat Bukur, Sido Bangen, dan Sei Bebanir Bangun. Sementara hadiah doorprize 

adalah produk-produk unggulan dari kampung seperti Batik Alam Tembudan, Kain Ecoprint 

Tembudan, Batik Tanjung Batu, Kaos Batik Pegat Bukur, dan Voucher belanja senilai 700.000 ke stan-

stan kampung. 

g. Live Performance Mural 

Pada Festival ini diadakan pertunjukan mural art. Kegiatan ini untuk mendorong kreatifitas anak muda 

berau dan menyebarkan wacana tentang kampung kepada anak muda. 

 

Gambar 38 Penampilan Seni dan Live Mural dalam Festival Kampung SIGAP 

Pemberitaan Media terkait Kegiatan Festival Kampung SIGAP 
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Gambar 39 Korankaltim.com  
(https://korankaltim.com/read/berau/54948/penguatan-tata-kelola-kampung-melalui-pejuang-sigap) 

 

Gambar 40 Nomorsatuutara.com (https://nomorsatuutara.com/berkembang-bersama-sigap/) 

https://korankaltim.com/read/berau/54948/penguatan-tata-kelola-kampung-melalui-pejuang-sigap
https://nomorsatuutara.com/berkembang-bersama-sigap/
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Gambar 41 berau.prokal.co  
(https://berau.prokal.co/read/news/71495-wujudkan-kampung-mandiri-dan-sejahtera.html) 

 

Gambar 42 Koran DISWAY 

https://berau.prokal.co/read/news/71495-wujudkan-kampung-mandiri-dan-sejahtera.html
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7 GENDER BALANCE DALAM KEGIATAN AKADEMI KAMPUNG SIGAP 

Berikut ini merupakan tabel gender balance dalam kegiatan-kegiatan Akademi Kampung SIGAP #2. 

Tabel 6 Gender Balance Akademi Kampung SIGAP 

No Waktu Events Pembicara Narasumber 

1 16 Maret 2022 Pelatihan SIK Suaran P = 7, L = 1 P= 0; L=1 

2 23 Maret 2022 (Lauching) Akademi kampung SIGAP P = 23, L = 67 P= 0; L=4 

3 29-30 Maret 
2022 

Kelas Belajar 1 Akademi Kampung SIGAP #2 P = 31, L = 55 P = 1, L = 3 

4 1 April 2022 Asistensi dan Monitoring BUMK Labanan 
Makarti 

P = 2, L = 9 P = 1, L = 1 

5 2 April 2022 Asistensi dan Monitoring Pemkam Labanan 
Makmur 

P = 2, L = 9 P = 0, L = 2 

6 6 April 2022 Asistensi dan Monitoring BUMK Merabu P = 3, L =3  P = 0, L = 2 

7 7 April 2022 Pelatihan SIK Merabu P = 4, L = 2 P = 0, L = 1 

8 13 April 2022 Asistensi dan Monitoring BUMK Tembudan P = 2, L = 2 P = 0, L = 1 

9 14 April 2022 Sosialisasi dan Simulasi SIK Sumber Agung P = 7, L = 12 P = 0, L = 2 

10 14 April 2022 Pelatihan SIK Sumber Agung P = 14, L = 22 P = 0, L = 2 

11 15 April 2022 Asistensi dan Monitoring BUMK Talisayan P = 2, L = 3 P = 0, L = 2 

12 22 April 2022 Asistensi dan Monitoring BUMK Melati Jaya P = 1, L = 1 P = 1, L = 1 

13 27 April 2022 Asistensi dan Monitoring Pemkam dan 
BUMK Long Duhung 

P = 0, L = 2 P = 0, L = 2 

14 5 Mei 2022 Monitoring dan Asistensi BUMK Teluk 
Sulaiman 

P = 2, L = 0 P = 1, L = 1 

15 11 Mei 2022 Monitoring dan Asistensi Pemkam Maluang P = 4, L =2 P = 0, L = 1 

16 23 Mei 2022 Pelatihan SIK Teluk Sulaiman dan Teluk 
Sumbang 

P =7, L = 4 P = 0, L =2 

17 24 Mei 2022 Pelatihan SIK Sukamurya P =6, L = 1 P = 0, L =2 

18 2-3 Juni 2022 Kelas Belajar 2 Akademi Kampung SIGAP #2 
(Kelas Tanjung Redeb) 

P = 25, L = 47 P = 0, L = 4 

19 6-7 Juni 2022 Kelas Belajar 2 Akademi Kampung SIGAP #2 
(Kelas Pesisir) 

P = 22, L = 29 P = 0, L = 4 

20 9 Juni 2022 Asistensi Pra-Muskam BUMK Tembudan P =2, L = 7 P = 0, L =2 

21 13-15 Juni 2022 ToT Sekolah BUMK Labanan Makarti P =1, L = 7 P = 0, L =2 
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8 LAMPIRAN 

8.1 MATERI LAUNCHING AKADEMI KAMPUNG SIGAP #2 

8.1.1 Materi Sharing Session 
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8.1.2 Materi Pembekalan Programatik 
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8.2 MATERI KELAS BELAJAR 1 

8.2.1 Materi PEMKAM 
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8.2.2 Materi BUMK 
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8.3 MATERI KELAS BELAJAR 2 

8.3.1 Materi Pemkam 
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8.3.2 Materi BUMK 
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